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ABSTRAK
RIZAL FAHRUDDIN (E211 12 613) Manajemen Kearsipan di Biro Umum
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh Dr. La Tamba.
M.Si dan Dr. Nur Indrayati Nur Indar. M.Si, xii + 97 + 4 + 6 + 16 (1979-2015).
Manajemen kearsipan merupakan bagian penting dalam kegiatan pengelolaan
arsip yang harus mendapat perhatian yang mendalam, sebab tanpa  manajemen
yang baik dalam pengelolaan kearsipan maka sistem kearsipan tidak dapat
berjalan dengan baik. Kearsipan merupakan sesuatu hal yang penting karena
arsip merupakan pusat ingatan dan sumber informasi. Oleh sebab itu Pemerintah
mengeluarkan Undang-undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem kearsipan di Biro Umum
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan prinsip manajemen.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung
dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh
dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari pengolahan data dan
observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui
wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kearsipan di Biro Umum
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan belum berjalan secara baik dimana
tidak adanya perencanaan secara spesifik mengenai pengelolaan kearsipan
mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahan. Selain itu
minimnya pengetahuan pegawai dalam bidang kearsipan sehingga sistem
kearsipan belum berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, dan
tidak adanya pengawasan dari pimpinan dalam pelaksanaan pengelolaan
arsip.hal ini yang menyebabkan sistem kearsipan di Biro Umum Kantor Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
Kata kunci : Manajemen kearsipan, Daur hidup arsip, dan Sumber daya manusia
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ABSTRACT
RIZAL FAHRUDDIN (E211 12 613) Archives Management at the Public
Bureau Office of the Governor of South Sulawesi Province. Guided by Dr.
La Tamba. M.Si and Dr. Nur Indrayati Nur Indar. M.Si, xii + 97 + 4 + 6 + 16
(1979¬¬-2015).
Archives management is an important part of the archive management activities
that must be given a deep attention, because without good management in
archive management the archive system can not run properly. Filing is important
because archives are the center of memory and sources of information.
Therefore the Government issued Law no. 43 Year 2009 About Archives.
The purpose of this study is to describe the filing system in the General Bureau of
South Sulawesi Governor's Office in accordance with management principles.
The research approach used is qualitative descriptive and supported by
secondary data. The type of data used is the primary data obtained from
interviews and secondary data obtained from data processing and observation.
Data analysis techniques start from gathering information through interviews and
in the final stages by drawing conclusions.
The results of this study indicate that archival management in the General
Bureau of South Sulawesi Governor's Office has not run well where there is no
specific planning regarding archival management starting from the creation, use,
maintenance, and destruction. In addition, the lack of knowledge in the field of
archival staff so archival system has not run well in accordance with existing
procedures, and the absence of supervision from the leadership in the
implementation of archival management.this cause the filing system in the
General Bureau of South Sulawesi Governor Office has not run well As expected.
Keywords: Archives management, archive life cycle, and Human resources
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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Pada masa sekarang ini,informasi telah menjadi kebutuhan mutlak bagi
setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun swasta. Keseluruhan
kegiatan organisasi pada dasarnya membutuhkan informasi. Informasi menjadi
bagian yang sangat penting untuk mendukung proses kerja administratif dan
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di dalam menghadapi perubahan situasi
dan kondisi yang berkembang cepat.
Setiap organisasi mempunyai satu tujuan yang akan dicapai. Untuk
mencapai tujuan tersebut, setiap organisasi harus mempunyai tempat atau lokasi
sebagai kantor. Di dalam kantor inilah dilakukan berbagai kegiatan dan salah
satu kegiatannya adalah administrasi. Kegiatan administrasi dilakukan dalam
rangka memberi pelayanan kepada berbagai unit organisasi guna mencapai
tujuan. Dalam upaya memberi pelayanan, kantor dituntut untuk bertindak cepat
dan akurat. Kegiatan layanan kantor tersebut diantaranya adalah pengelolaan
data secara tepat dan cermat, agar dapat menghasilkan informasi yang
bermanfaat bagi bahan pengambilan keputusan guna mencapai tujuan.
Kegiatan administrasi di suatu kantor pada dasarnya juga mempunyai
suatu hasil seperti unit-unit lainnya. Hasil atau produk dari suatu kantor adalah
berupa surat masuk, pengelolaan surat, dan surat keluar, laporan yang
dihasilkan dan yang diterima oleh suatu kantor pada akhirnya akan berhubungan
dengan kearsipan. Jadi, kegiatan administrasi pada dasarnya adalah
2menghasilkan, menerima, mengolah, dan menyimpan berbagai surat, dan lain
sebagainya.
Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip oleh sebab itu
proses pengurusan atau penggolongan surat masuk maupun keluar hingga
penyusutan dan pemusnahannya lebih dikenal dengan kearsipan. Kearsipan ini
sangatlah potensial dan tidak mungkin dapat dihapus dalam menunjang
kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari disegala bidang kegiatan.
Arsip dan administrasi adalah hal yang saling berkaitan dan berkontribusi.
Administrasi dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan arsip,
sebaliknya arsip akan tercipta seiring aktivitas (administrasi) pemerintah. Jika
sistem kearsipan dalam bagian administrasi berjalan dengan baik maka kegiatan
administrasi akan berjalan dengan lancar. Dan sebaliknya jika sistem kearsipan
kurang diperhatikan, maka kegiatan administrasi akan sedikit terhambat.
Oleh karena itu semakin kompleksnya kegiatan yang dilaksanakan oleh
suatu lembaga atau organisasi, tentu sangat diperlukan tersedianya informasi
atau keterangan-keterangan yang setiap saat dibutuhkan. Salah satu wujud
informasi tersebut adalah arsip. Hal ini akan sangat membantu bagi suatu
organisasi atau kantor untuk proses pengambilan keputusan. Maka dari itu arsip
harus di simpan secara teratur dan sistematis karena arsip mempunyai kegunaan
agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Dengan
dilakukannya aktivitas menyimpan arsip, maka dalam suatu organisasi harus
memperhatikan arsip tersebut agar dapat melancarkan kehidupan dan
perkembangan organisasi atau kantor. Dengan demikian aktivitas suatu
organisasi atau kantor tidak lepas dari pengelolaan arsip.
3Seperti yang dikemukakan oleh Choiriyah (2007:5) dalam buku yang ditulis
oleh Donni Juni Priansa dan Agus Garnida (2013:7) menyatakan bahwa dalam
istilah bahasa indonesia, arsip terkadang disebut dengan warkat. Warkat
merupakan setiap catatan tertulis, baik dalam gambar ataupun bagan yang
memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek (pokok persoalan)
ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang itu
pula. Maka dari itu fungsi arsip sebagai ingatan, pusat informasi dan sumber
sejarah perlu dikelola dengan baik agar dapat mamperlancar seluruh kegiatan
dan proses pekerjaan kantor yang berhasil guna dan berdaya guna.
Menyadari pentingnya arsip sebagai pusat ingatan dan sumber informasi,
Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang–undang khusus tentang
kearsipan yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 mengenai Kearsipan
telah terangkum di dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 yaitu “ Arsip adalah
rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
Menurut Undang-undang kearsipan no 43 Tahun 2009 tujuan
penyelenggaraan Kearsipan adalah sebagai berikut, Pertama menjamin
terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai
penyelenggara kearsipan nasional, Kedua menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, Ketiga menjamin
4terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keempat menjamin
pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui
pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, Kelima
mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang
komprehensif dan terpadu, Keenam menjamin keselamatan dan keamanan arsip
sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara, Ketujuh menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang
ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas
dan jati diri bangsa, dan Kedelapan meningkatkan kualitas pelayanan publik
dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
Kearsipan yang mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sumber
informasi serta alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi
atau kantor dalam rangka melaksanakan segala kegiatan-kegiatan. Dalam
proses penyajian informasi agar pimpinan dapat membuat keputusan dan
merencanakan kebijakan, maka harus ada sistem manajeman dan prosedur
kerja yang baik dibidang kearsipan.
Untuk menghasilkan sistem kearsipan yang baik tentu saja harus di dukung
dengan Manajemen yang baik pula agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan
efektif dan efesien.  Menurut Zulkifly Amsyah (1989:4) pekerjaan atau kegiatan
yang berhubungan dengan pengurusan arsip disebut manajemen kearsipan,
dengan kata lain manajemen kearsipan adalah pekerjaan pengurusan arsip yang
meliputi pencatatan, pengendalian dan pendistribusian, penyimpanan,
pemeliharaan, pengawasan, pemindahan, dan pemusnahan arsip yang tercipta,
5jadi pekerjaan tersebut meliputi siklus kehidupan arsip sejak diciptakan sampai
dimusnahkan.
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu, (Drs.H. Melayu S.P Hasibuan, 2001:2). Jadi
apabila sistem kearsipan dilaksanakan dengan menggunakan fungsi-fungsi
manajemen yang bentuknya yaitu mulai dari aktivitas-aktivitas perencanaan
keasripan, pengorganisasian bidang kearsipan, penyusunan personalia (staf)
bagian kearsipan, pengarahan kerja pegawai kearsipan dan pengawasan
terhadap kegiatan pokok (operasional) kearsipan, akan menunjang terciptanya
sistem karsipan yang baik. Oleh kerena itu orang yang mengelolah sebuah
sistem kearsipan haruslah orang yang memiliki kemampuan dalam bidang
kearsipan sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kearsipan
dengan optimal demi tercapainya tujuan organisasi, sebab manajemen kearsipan
menjadi hal yang sangat penting dan menjadi keharusan untuk terus di
tingkatkan dalam pelayanannya.
Namun kenyataannya penyelenggaraan kearsipan masih belum berjalan
dengan baik. Hal ini dikarenakan bidang kearsipan masih belum mendapatkan
perhatian yang mendalam dari pemerintah, lemahnya manajemen kearsipan
terkait pelaksanaanya seperti belum dilakukannya perencanaaan pengelolaan
kearsipan secara mendalam, pembagian kerja yang tidak sesuai dengan
kemampuan pegawai yang dimiliki, tidak ada hubungan kerja yang efektif secara
horizontal dan vertikal antar pegawai dan pejabat yang bertanggung jawab
terhadap sistem kearsipan, lemahnya pemberian motivasi dan pembinaan
terhadap pegawai yang menangani arsip,pengawasan kearsipan yang tidak
6efektif, dan yang terpenting masih kurangnya pengetahuan pegawai terkait
bidang kearsipan.
Di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan merupakan
salah satu unit yang juga melaksanakan urusan yang berhubungan dengan
administrasi dan setiap saat memerlukan informasi baik dalam surat atau
dokumen yang dibuat maupun diterima. Informasi tersebut merupakan salah satu
bahan dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk memperlancar dalam
pengambilan keputusan dan keberlangsungan kantor, maka suatu surat atau
dokumen diatur, ditata disimpan dengan tertib dan teratur berdasarkan suatu
sistem.
Setelah melakukan penjajakan awal dilapangan, permasalahan yang
muncul tersebut di atas juga ditemukan Di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan bahwa kurangnya perhatian khusus terhadap karsipan itu
sendiri. Ini dilihat dari banyaknya pegawai yang belum mengerti mengenai sistem
kearsipan atau dapat dikatakan tidak adanya tenaga arsiparis menyebabkan
kegiatan kearsipan tersebut belum berjalan secara maksimal dan mengalami
beberapa kendala seperti dalam hal pengurusan dan pengendalian
surat/dokumen, penyimpanan dan penemuan kembali arsip, penyusutan dan
pemeliharaan arsip. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan kearsipan
belum berdampak signifikan terhadap kegiatan kearsipan yang sampai sekarang
ini masih berjalan. Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai “Bagaimana mengelolah sistem Kearsipan di Biro
Umum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai dengan Fungsi
Manajemen”.
7I.2 Rumusan Masalah
Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang diatas, penulis ingin
menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana Manajemen Kearsipan di
Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Berangkat dari latar
belakang masalah dan judul dalam skripsi ini, maka penulis menyusun rumusan
masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana mengelolah
sistem Kearsipan di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Sesuai dengan Fungsi Manajemen ?
I.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk
mendeskripsikan sistem kearsipan di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan Sesuai dengan Fungsi Manajemen.
I.4 Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat berimplikasi dalam hal sebagai berikut :
a. Manfaat Akademis
1) Para peneliti, mahasiswa yang berminat mengkaji ulang tema yang
sama dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi,
khusus mengenai sistem kearsipan tersebut.
2) Menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaran dalam
memberi informasi kepada mahasiswa.
8b. Manfaat Praktis
Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  terkhusus Pada Biro Umum
dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai bahan informasi
maupun sebagai bahan masukan dalam rangka mengambil keputusan
dan tata kelola kearsipan kedepannya.
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TINJAUAN PUSTAKA
II.1  Konsep Manajemen
II.1.1  Pengertian Manajemen
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur.
Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-
fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk
mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur
maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita.
a. Apa yang diatur ?
Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari men,
money, methods, materials, machines, and market, disingkat dengan 6M
dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen itu.
b. Kenapa harus diatur ?
Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna,terintegrasi, dan
terkordinasi dalam mencapi tujuan yang optimal.
c. Siapa yang mengatur ?
Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya
melalui instruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses
manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkannya.
d. Bagaimana mengaturnya ?
Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen
(perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian =
planning, organizing, directing, and controlling).
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e. Dimana harus diatur ?
Dalam suatu organisasi atau perusahaan,karena organisasi merupkan
“alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengukur 6M dan semua aktivitas
proses manajemen dalam mencapai tujuannya.
Donni Juni Priansa dan Agus Garnida dalam bukunya Manajemen
Perkantoran (2013:29), Aldag  & Stearns (1995) menjelaskan bahwa manajemen
adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan staf,
kepemimpinan, dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara
sistematis guna mencapai tujuan. Sedangkan G.R Terry (1997) menyatakan
bahwa manjemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.
II.1.2  Pentingnya Manajemen
Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan,
waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk
memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan
mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan
adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja
sama dan keterkaitan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka
pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan
yang diinginkan tercapai.
Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2001:3-4) menjelaskan bahwa pada
dasarnya manajemen itu penting, sebab :
1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga
diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam
penyelesaiannya.
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2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan
dengan baik.
3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna
semua potensi yang dimiliki.
4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
5. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan
memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut.
6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertunbuhan.
7. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur.
8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok
orang.
II.1.3  Unsur-unsur Manajemen
Manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena ia
mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah
ditetapkan oleh organisasi. Manajemen tidak saja mengidentifikasikan dan
menganalisis, namun juga mengkombinasikan secara efektif bakat orang dan
mendayagunakannya untuk mencapai tujuan. George R. Terry (1997:4)
menyebut unsur manajemen dengan istilah 6M. Unsur-unsur mamanejen
tersebut perlu disinergikan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif
dan efisien.
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Sumber Daya Utama Fungsi Fundamental Tujuan dan Hasil
The 6M Proses Manajemen
Sumber : George R. Terry (1997:4)
Gambar.1
The Meaning of Management
1. Tenaga Kerja (Men)
Tenaga kerja Manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif
2. Dana (Money)
Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diingkan.
3. Metode (Methods)
Cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
4. Material (Materials)
Bahan-bahan yang dopergunakan untuk mencapai tujuan.
5. Mesin (Machines)
Mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan/ dipergunakan untuk mencapai
tujuan.
6. Pasar (Markets)
Pasar untuk menjual hasil.
1.  Pegawai
2. Bahan
3. Mesin
4. Metode
5. Uang
6. Pasar
Perencanaan Penggerakan
Pengorganisasian Pengendalian
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II.1.4  Fungsi-fungsi Manajemen Menurut Para Ahli
Pemahaman mengenai fungsi manajemen dikalangan para ahli relatif
bervariasi. Namun demikian, fungsi manajemen dapat dipandang dalam dua
klasifikasi utama, yaitu fungsi organik dan fungsi pelengkap. Fungsi organik
terkait dengan semua fungsi yang mutlak dijalankan oleh manajemen,
sedangkan fungsi pelengkap terkait dengan semua fungsi yang meskipun tidak
mutlak dijalankan oleh organisasi, namun sebaiknya dilaksanakan, karena
pelaksanaan fungsi pelengkap dengan baik, akan meningkatkan kinerja
organisasi.
Donni Juni Priansa dan Agus Garnida (2013:34-35) mengemukakan
pembagian fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli.
Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli
Tabel.1
No Penulis Judul Buku Fungsi
1. George R. Terry Principles of Management 1. Planning
2. Organizing
3. Actuating
4. Controling
2. Henry Fayol General and Industrial
Management
1.Planning
2. Organizing
3. Commanding
4. Coordinating
5. Controlling
3. Harold Koontz dan Cyril
O’Donnel
Principles of Management 1.Planning
2. Organizing
3. Staffing
4.Controlling
4. Stephen P Robbins The Administrative
Process
1.Planning
2.Organizing
3. Leading
5. The Liang Gie Ilmu Administrasi 1.Perencanaan
2.Pembuatan
Keputusan
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3. Pembimbing
4. Pengkoordinasi
5.Pengendalian
6.Penyempurnaan
Harus dikemukakan, bahwa tidak semua penulis manajemen sepakat
mengenai nama apa yang harus diberikan kepada fungsi manajemen. Beberapa
penulis menggunakan motivating, sebagian lagi menggunakan istilah directing,
sedangkan yang lain menggunakan istilah leading, influencing, atau actuating
(memimpin, mempengaruhi, atau menjalankan). Namun demikian, Perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan harus disebutkan sebagai fungsi-fungsi
dasar manajemen.
Seperti yang dikemukan George R. Terry (1997), fungsi dasar manajemen
ialah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), menggerakkan
(actuating), dan Pengendalian (controlling).
1. Fungsi Perencanaan
Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang
harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Dalam
perencanaan terlibat unsur penentuan yang berarti bahwa dalam
perencanaan tersebut tersirat pengambilan keputusan. Karena itu
perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dalam suatu kerangka untuk
mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya
dimasa depan. Rencana yang baik akan merumuskan tujuan dan sasaran apa
yang ingin dicapai. Penentuan tujuan atau sasaran adalah penting bagi setiap
organisasi karena tujuan atau sasaran bersifat memberikan arah. Tanpa
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rencana manajer tidak dapat mengetahui bagaimana mengorganisasikan
orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif.
2. Fungsi Pengorganisasian
Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber
daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari
suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama
yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus
dilakukan sesudah perencanaan adalah proses mendesain organisasi yaitu
penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang,
teknologi, dan tugas organisasi. Unit-unit kerja perlu dibentuk dan demikian
pula hubungan antara pengurus dan manajer serta antara manajer dengan
pegawai perlu ditentukan sehingga akan melahirkan suatu struktur organisasi
yang dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar bagian-bagian
komponen dan posisi dalam suatu organisasi serta bagaimana
mengkoordinasikan aktivitas organisasi.
3. Fungsi Menggerakkan (Kepemimpinan)
Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari pada
kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam pencapaian tujuan. Memimpin adalah suatu proses
mempengaruhi yang lain untuk bekerja menuju pencapaian tujuan tertentu.
4. Fungsi Pengendalian
Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar
prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem upan balik
informasi sesungguhnya dengan standar terlebih dahulu ditetapkan,
menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi
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penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang
diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi yang digunakan
sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif  dan efisien guna
tercapainya suatu organisasi. Jadi tujuan utama dari pengendalian adalah
memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan apa yang telah
direncanakan. Pengendalian tidak bersifat restriktif tetapi korektif dalam arti
bahwa bilamana terjadi penyipangan-penyimpangan supaya diketahui sedini
mungkin. Dengan adanya pengendalian diharapkan :
a. Dapat diketahui atau dipastikan kemajuan yang diperoleh dalam
pelaksanaan perencanaan.
b. Dapat meramalkan arah perkembangan dan hasil yang akan dicapai.
c. Dapat menenkan tindakan pencegahan apa yang diperlukan untuk
menghadapi permasalahan-permasalahan.
d. Memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki
perencanaan yang akan datang.
e. Mengetahui adanya penyimpangan terhadap perencanaan sedini
mungkin.
II.2 Konsep Sistem Kearsipan
II.2.1  Pengertian Sistem
Berbagai macam organisasi saat ini telah dikelolah secara sitem, artinya
bahwa sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi, baik organisasi
berukuran kecil maupun berukuran besar, telah melakukan kegiatan organisasi
melalui fungsinya masing-masing tanpa harus menunggu instruksi dari atasan
tentang apa yang harus dikerjakannya.
17
Drs. Danang Sunyoto, S.H.,S.E., MM (2014:32-33) mengemukakan
pengertian sistem menurut beberapa pakar sebagai berikut:
a. Menurut Luwdig Von  Bertalanfly, sistem adalah seperangkat unsur-unsur
yang terikat dalam suatu antarrelasi diantara unsur –unsur tersebut dan
dengan lingkungan.
b. Menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan
perangkat hubungan antara satu sama lain.
c. Menurut L.Ackof, sistem adalah setiap kesatuan cara konseptual atau fisik
yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama
lain.
d. Menurut Jhon A. Beckett ,sistem adalah kumpulan sistem-sistem yang
berinteraksi.
Donni Juni Priansa dan Agus Garnida (2013:170) sistem adalah kumpulan
atau grup dari sub sistem/bagian/komponen apapun, baik fisik ataupun non fisik,
yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis
untuk mencapai satu tujuan tertentu (Susanto, 2004:18). Selanjutnya (Jogiyanto,
2003:34) menyatakan bahwa sistem dapat didefinisikan dengan pendekan
prosedur dan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem
dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai
tujuan tertentu. Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan
sebagai kumpulan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang
lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.
Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU (2015:18) menjelaskan bahwa
sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik, yang terdiri dari
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bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. Sebuah sistem terdiri
dari bagian saling  berkaitan yang beroprasi bersama untuk mencapai beberapa
sasaran atau maksud.
Dari pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu sistem
adalah elemen atau unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi
dalam melakukan kegiatan kegiatan bersama untuk mencapai sasaran tertentu.
Pengertian sistem dalam dunia kearsipan juga di jelaskan oleh Drs. Ig.
Wursanto (1989:22) yang menjelaskan bahwa sistem filing (kearsipan) adalah
suatu sistem , metode, atau cara yang telah direncanakan dan dipergunakan
dalam pengurusan arsip (penyimpanan, pemeliharaan), sehingga arsip-arsip
dapat di temukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu
diprlukan.
II.2.1.1  Jenis-jenis sistem
Drs. Danang Sunyoto, S.H.,S.E., MM (2014:33-34) menjelaskan bahwa
ada beberapa jenis jenis sistem yang dapat digunakan dalam informasi
manajemen,yaitu:
a. Sistem abstrak dan sistem fisik
Sistem abstrak adalah suatu susunan teratur gagasan atau konsepsi yang
saling tergantung, sedangkan sistem fisik adalah suatu perangkat unsur yang
secara bersama-sama beroprasi untuk mencapai suatu tujuan.
b. Sistem deterministik dan sistem probabilistik
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Sistem deterministik beroprasi dalam cara yang dapat diramalkan secara
cepat. Interaksi antarbagian-bagian diketahui dengan pasti. Jika seseorang
memiliki uraian keadaan sistem pada saat tertentu beserta uraian operasinya,
maka keadaan sistem selanjutnya dapat disebutkan secara tepat tanpa
kesalahan, seperti program komputer. Sedangkan sistem probabilistik dapat
diuraikan dalam istilah perilaku yang mungkin tetapi selalu ada sedikit kesalahan
atas ramalan terhadap jalannya sitem. Contohnya sistem persediaan barang.
c. Sistem terbuka dan sistem tertutup
Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran
bahan, informasi, atau energi dengan lingkungannya, contohnya sistem
keorganisasian. Sistem terbuka cenderung memiliki sisfat adaptasi berarti sistem
dapat menyesuaikan terhadap perubahan lingkungannya sedemikian hingga
dapat meneruskan eksistensinya. Sedangkan tertutup didefinisikan sebagai
sebuah sistem yang mandiri. Sistem ini tidak bertukar materi, informasi ataupun
energi dengan lingkungannya.
II.2.1.2  Karakteristik Sistem
Menurut Mcleod dan Schell (2001) dalam buku Irra Chrisyanti (31 : 2011),
bahwa sistem yang baik memiliki karateristik sebagai berikut :
a. Fleksibel (sistem dibuat lebih fleksibel agar memudahkan keadaan yang sering
berubah).
b. Adaptif (sistem harus cepat dan mudah diadaptasikan dengan kondisi yang
baru tanpa mengubah sistem yang lama maupun fungsi utamanya).
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c. Sistematis (sistem dibuat tidak mempersulit aktivitas pekerjaan yang telah
ada).
d. Fungsional (sistem dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan).
e. Sederhana (sistem harus lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan
dilaksanakan).
f. Pemanfaatan sumber daya yang optimal (sistem dirancang dengan baik
sehingga penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi dapat optimal
pemanfaatannya).
II.2.2 Pengertian Kearsipan
Kearsipan berasal dari kata arsip dalam bahasa Inggrisnya file sedangkan
kearsipan disebut filing. File adalah bendanya sedangkan filing adalah
kegiatannya. Kearsipan mempunyai peranan sebagai “pusat ingatan”, sebagai
“pusat informasi”, dan sebagai “alat pengawasan” yang sangat diperlukan dalam
setiap organisasi dalam rangka kegiatan “perencanaan”, penganalisaan”,
pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan
laporan, pertanggung jawaban, penilaian dan pengendaliaan setepat-tepatnya.
Setiap kegiatan tersebut, baik dalam organisasi pemerintah ataupun swasta
selalu ada kaitannya dengan masalah arsip, Drs. Basir Barthos (2009:2).
Hal lain dikemukakan oleh Donni Juni Priansa dan Agus Garnida
(2013:158) yang menjelakan bahwa kearsipan merupakan aktivitas yang
berhubungan dengan kegiatan pengelolaan arsip atau administrasi arsip. Selain
itu Sedarmayanti (2015:55) menyatakan bahwa kearsipan adalah kegiatan
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mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis,
menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara aman dan ekonomis.
Setelah memahami apa yang dimaksud dengan kearsipan selanjutnya kita
perlu memahami apa yang dimaksud dengan arsip. Istilah arsip bisa
mengandung beberapa macam pengertian. Pendefinisian arsip dapat
dipengaruhi dari segi peninjauan, sudut pandang dan atau pembatasan ruang
lingkupnya. Akan tetapi, untuk memahami arti dasar arsip, dirasa sangat penting
untuk menjelaskan arsip berdasarkan etimologi atau asal-usul katanya. Secara
etimologi istilah arsip dalam bahasa Belanda yaitu “archief”, dan dalam bahasa
Ingris disebut “archive”, berasal dari kata “arche”, yaitu dalam bahasa Yunani
yang berarti permulaan. Kemudian dari kata “arche”, berkembang menjadi kata
“ta archia”, yang berarti catatan. Selanjutnya kata ta “archia”,berubah lagi
menjadi kata “archeon”, yang berarti gedung pemerintahan. Gedung yang
dimaksud tersebut, juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan secara teratur
bahan-bahan arsip seperti: catatan, bahan-bahan tertulis, piagam-piagam,surat-
surat, keputusan-keputusan, akte-akte, daftar-daftar, dokumen-dokumen, peta-
peta, dan sebagainya. Ahmad Saransi (Kearsipan 2014:2).
Sedangkan Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU (2015:32) juga
menjelaskan mengenai pengertian arsip, bahwa kata istilah arsip meliputi tiga
pengertian yaitu, kumpulan naskah atau dokumen yang disimpan, gedung
(ruang) penyimpanan kumpulan naskah atau dokumen,dan organisasi atau
lembaga yang mengelolah dan menyimpan kumpulan naskah atau dokumen.
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Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 mengenai
Kearsipan, beberapa pengertian mengenai arsip dan kearsipan telah terangkum
di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu :
a) Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
b) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggug jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
c) Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan,
pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan
nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan
sarana,serta sumber daya lainnya.
d) Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
e) Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
f) Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan
tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
g) Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus
menerus.
h) Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
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i) Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki
nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga
kearsipan.
j) Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan,
keamanan, dan keselamatannya.
k) Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
l) Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi
sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnakan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
Sedemikian lengkap UU No. 43 Tahun 2009 ini mewadahi pengertian arsip
dan kearsipan. Tinggal bagaimana penerapannya dalam pengelolaan arsip bagi
kehidupan kebangsaan, organisasi, perusahaan dan perkantoran sehingga pada
akhirnya dapat terwujud dunia kearsipan tanah air yang terkelola secara optimal,
efektif dan efisien.
Dengan demikian dapat dikatakan bawah aktivitas pokok di bidang
kearsipan ialah menyimpan arsip/warkat, dan tujuannya yang utama ialah dapat
menemukan kembali arsip/warkat secara cepat dan tepat sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
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II.2.3 Fungsi Kearsipan
Donni  Juni Priansa dan Agus Garnida (2013:158) menjelaskan kearsipan
dalam organisasi merupakan penunjang bagi kelancaran kegiatan oprasional.
Melalui kearsipan, informasi dan data otentik dapat diperoleh dengan cepat dan
tepat. Perjalanan organisasi dapat dilihat dari data-data/arsip yang tersimpan.
Oleh karena itu kearsipan yang baik harus dilaksanakan. Fungsi kearsipan yaitu:
1. Alat penyimpan warkat.
2. Alat bantu perpustakaan, khususnya pada organisasi besar yang
menyelenggarakan sistem sentralisasi.
3. Alat bantu bagi pimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan.
4. Alat perekam perjalanan organisasi.
5. Mengefektifkan dan mengefesienkan pekerjaan.
6. Alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi.
7. Alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan
data.
8. Sumber informasi peristiwa dan kegiatan yang terjadi dikantor.
II.2.4 Tujuan Kearsipan
Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggung
jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dalam penyelenggaraan
kehidupan bangsa serta menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi
kegiatan pemerintah, (Barthos, 2009:12).
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Bagi lingkungan pemerintahan dan sektor publik lainnya, tujuan kearsipan
dalam pasal 3 Undang-Undang  Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan adalah
sebagai berikut:
1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai
penyelenggara kearsipan nasional.
2.  Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti
yang sah.
3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem
yang komprehensif dan terpadu.
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik,
budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.
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8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kearsipan
menjamin keselamatan bahan pertanggung jawaban Negara tentang
perencanaan pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta
menyediakan bahan pertanggung jawaban bagi kegiatan pemerintah.
II.2.5 Jenis-jenis Arsip
Bentuk arsip bisa beragam, tidak hanya berupa lembaran kertas dan
tulisan seperti yang kerap dianggap oleh kebanyakan orang, tetapi di sebagian
kantor, arsip juga berupa surat atau dokumen berbentuk lembaran kertas. Saat
ini, bentuk arsip tidak hanya lembaran data yang ditumpuk dalam satu tempat
menjadi satu (arsip konvensional), tetapi sudah berkembang dalam bentuk
softcopy (disimpan dalam CD, video, kaset, atau flashdisk). Arsip yang seperti ini
disebut arsip elektronik.
Dalam modul manajemen arsip dinamis,ANRI (2005:4-5) Smith
menjelaskan bahwa media arsip terbagi dalam beberapa kategori yaitu:
1. Arsip-arsip dengan media elektronik (electronic media) yang meliputi disk
magnetik,diskettes, pita mengetik, dan disk optik. Umumnya media elektronik
digunakan untuk menyimpan informasi arsip dalam jenis dan jumlah besar.
Media elektronik seperti komputer, pada sisi menawarkan kemudahan,
kecepatan, dan ketepatan dalam mengelolah,menyimpan, dan menemukan
kembali informasi.
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2. Media mikro fotografik (microphotographic media) yang meliputi mikro film
atau microfische dan computer output microfilm (COM). Media ini untuk
menyimpan informasi yang membutuhkan akses cepat atau penyimpanan
yang sangat lama.
3. Arsip-arsip dengan basis kertas, arsip ini umumnya berbentuk hard-copy
seperti memo, surat, kontrak-kontrak,  dan berkas proyek.
4. Media vidio dan suara atau biasa dikenal dengan sebagai audio-visual media.
Media ini digunakan untuk menyimpan arsip-arsip gambar bergerak, dan
suara seperti kaset, audio kaset, dan vidio tape. Kecenderungan  terakhir
mengarah pada media digital seperti laser disc, vidio compact disk (VCD)
yang menyimpan arsip-arsip multi data, teks, gambar, grafik, dan suara.
II.3  Manajemen Kearsipan
II.3.1  Pengertian Manajemen Kearsipan
Agar kegiatan kearsipan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan
pengelolaan sistem kearsipan agar tujuan organisasi itu dapat berjalan dengan
efektif dan efisien. Pengelolaan sistem kearsipan dikenal dengan istilah
manajemen kearsian.
Menurut Zulkifly amsyah (Manajemen Kearsipan 1989:4) pekerjaan atau
kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan arsip disebut manajemen
kearsipan, dengan kata lain manajemen kearsipan adalah pekerjaan pengurusan
arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian dan pendistribusian, penyimpanan,
pemeliharaan,pengawasan, pemindahan, dan pemusnahan terhadap arsip yang
tercipta, jadi kegiatan tersebut meliputi siklius “kehidupan” arsip sejak di ciptakan
sampai dimusnakan.
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Oleh sebab itu, jika manajemen kearsipan kurang baik, maka akan sulit
untuk mendapatkan kembali data-data dan surat-surat yang tersimpan bila
diperlukan sehingga pekerjaan akan memakan waktu yang lama, bahkan akan
menghambat dalam menentukan keputusan dan membuat laporan.
Berdasarkan definisi ahli di atas, penulis menyimpulkan manajemen
kearsipan adalah proses pengaturan perkantoran yang berhubungan dengan
segala bentuk surat atau dokumen maupun naskah yang bertujuan untuk
memudahkan penemuan kembali arsip pada saat diperlukan. Oleh karena itu
dalam pelaksanaan manajemen kearsipan seorang manajer atau pengelolah
kearsipan harus dapat mengelolah seluruh unsur yang terlibat dalam proses
pengurusan arsip sehingga pekerjaan perkantoran mudah dicapai dengan efektif
dan efisien.
II.3.2  Ruang Lingkup Manajemen Kearsipan
Manajemen kearsipan merupakan sebuah sistem yang mencakup
keseluruhan aktivitas dari daur hidup arsip. Oleh karena itu ruang lingkup
kearsipan merupakan segala kegiatan yang terjadi dalam pengelolaan kearsipan.
Donni Junni Priansa dan Agus Garnida (2013:163-164) menjelaskan
bahwa proses terjadinya arsip umumnya melalui beberapa tahap sebagai berikut:
a. Tahap Penciptaan dan Penerimaan (Creation And Receipt)
Arsip dinamis dimulai dari penciptaan atau penerimaan dokumen yang
merupakan awal dari siklus arsip. Dokumen itu dapat berupa surat, laporan,
formulir, atau gambar.
b. Tahap penggunaan (Use)
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Setelah pihak-pihak yang berkepentingan menerima arsip yang dimaksud,
kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu sesuai maksud dan tujuan
penciptaannya.
c. Tahap pemeliharaan (Maimtenance)
Arsip aktif yang sudah mengalami penurunan fungsinya, karena kegiatan
sudah selesai kemudian menjadi in aktif tetapi harus dipelihara karena
menjadi sumber informasi, sumber data, dan sebagai bahan bukti
pertanggungjawaban. Pada tahap ini arsip dinamis diberkaskan menurut
urutan atau susunan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya
pemberkasan surat masuk dapat menurut tanggal masuknya atau menurut
masalahnya ataupun susunan lainnya.
d. Tahap pemusnahan (Disposion)
Arsip dinamis in aktif yang sudah habis masa simpan dan tidak mempunyai
nilai khusus yang dianggap permanen dapat dimusnakan. Sehingga tidak
memenuhi ruangan penyimpanan serta tidak menimbulkan pemborosan.
Sedangkan arsip permanen disimpan sebagai arsip statis yang dikelolah oleh
unit Kearsi
II.3.3 Peralatan dan Perlengkapan Kearsipan
Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU (2015:67-68) menjelaskan bahwa
sebelum menggunakan peralatan arsip yang beraneka ragam jenisnya, maka
perlu diadakan pemilihan yang cukup teliti agar penyusunan dan penyimpanan
arsip dapat dilakukan dengan baik sesuai kemampuan dan kebutuhan yang ada.
Agus Sugiarto,S.Pd., M.M (2015:65) mengatakan Sebab keberhasilan dari
kegiatan manajemen kearsipan adalah juga secara langsung dipengaruhi oleh
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peralatan yang dipergunakan untuk menyimpan arsip dan efisiensi pemakaian
peralatan. Sebelum memutuskan pilihan terhadap sesuatu peralatan yang akan
dibeli, beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu:
1. Biaya yang tersedia.
2. Besar ruangan yang dapat dimanfaatkan.
3. Jenis-jenis arsip yang akan disimpan (ukuran, jumlah, berat, nilai, dan
sebagainya).
4. Frekuensi penggunaan arsip.
5. Tingkat pengamanan terhadap arsip yang disimpan.
Disamping kreteria tersebut, faktor kecakapan atau keterampilan petugas
arsip juga mempengaruhi pengguna peralatan tersebut. Keberhasilan dari
pengelolaan arsip juga dipengaruhi oleh peralatan yang dipergunakan untuk
menyimpan arsip.
Peralatan yang digunakan untuk menyimpan dan menemukan kembali
arsip harus menunjang terlaksananya tujuan penataan arsip, yaitu dapat
menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat.
Peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan dan menemukan kembali
arsip dapat dilkukan dengan cara:
1. Manual
Menyimpan dan menemukan kembali arsip yang dilakukan dengan
tangan/tidak dibantu tenaga listrik, contoh:
o Penggunaan map.
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o Penggunaan filling kabinet, dan lainnya.
2. Elektronik
Menyimpan dan menemukan kembali arsip yang dibantu tenaga listrik,
contoh:
o Penggunaan komputer.
o Penggunaan mikrofilm, dan lain-lain.
Selain itu ada berbagai macam peralatan dan perlengkapan untuk
menyimpan dan menemukan kembali arsip antara lain :
1. Filing Cabinet
Lemari arsip terdiri dari laci arsip besar, untuk menyimpan arsip vertikal.
Pada umumnya filing cabinet mempunyai dua, tiga, empat, atau lima laci
dengan ukuran untuk setiap laci :
 Tinggi 26 cm
 Lebar 35-36 cm
 Dalam 65 cm
 Kapasitas lebih kurang 5000 lembar kertas HVS
Filling cabinet dilengkapi dengan :
a. Tab
b. Sekat atau Guide
c. Hang Map (map gantung)
d. Schnelhecter Map
e. Folder (sampul arsip)
f. Tickler File (berkas penyekat)
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2. Ordner
Adalah semacam map dari karton tebal, dapat menampung banyak arsip,
dan didalamnya terdapat besi untuk mengkait arsip yang telah diperforator/
dilubangi pinggirnya.
3. Data Tray (baki data)
Adalah semacam baki yang terbuat dari plastik atau mental, untuk
meletakkan/ menyimpan surat yang biasanya disimpan diatas meja.
4. Safe Keeping Document (brankas)
Adalah lemari besi dengan ukuran yang bermacam-macam dan dilengkapi
dengan kunci pengaman. Biasanya digunakan untuk menyimpan arsip penting/
rahasia.
5. Rak Buku (lemari terbuka)
Adalah rak untuk menyimpan buku-buku, seperti di perpustakaan atau
untuk menyimpan ordner dan sejenisnya.
6. Lemari Arsip
Adalah lemari yang terbuat dari kayu atau mental, berfungsi untuk
menyimpan berbagai macam berbentuk arsip, misal rol film, ordner, dan lain-lain.
7. Visible Record Cabinet
Adalah tempat penyimpanan arsip dengan menggunakan kantong-kantong
kartu tersusun, yang disimpan dan dijepit di dalam laci atau baki, kemudian
tersusun dalam suatu cabinet.
8. Compact Rolling Shelving (Roll-O-Pact)
Adalah lemari penyimpanan arsip yang disusun sejajar diatas rel dan dapat
digerakkan dengan bantuan roda, sehingga, dapat dirapatkan satu sama lain
dengan ringan dan mudah.
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9. Rotary Filing System
Adalah sistem file bertingkat (vertikal), yang dilengkapi dengan sistem
kode, angka, abjad, dan warna, serta berpola tingkatan bentuknya bundar dan
dapat berputar, serta dapat mendeteksi lebih awal bila terjadi kekeliruan (karena
tampak dari sistem nada/ harmoni yang terpotong). Memakai sistem retracting
door (pintu bergeser ke dalam), sehingga tidak menyita tempat.
10. Compact Rotary Filing
Adalah sistem file bertingkat semacam Rotary Filing System, hanya berada
atau dimasukkan dalam lemari.
11. Mobiplan Filing System
Adalah alat untuk menyimpan gambar, kartu-kartu, map cetakan dan lain-
lain secara vertikal (digantung).
12. Vertical Plan Tray Filing System
Adalah lemari (terbuat dari besi plat) untuk menyimpan gambar dengan
sistem penyimpanan yang vertikal (digantung).
13. Dataplan Tray Filing System (Kardek)
Adalah semacam baki yang terbuat dari plastik atau metal untuk
menyimpan arsip secara horizontal, vertikal, ataupun kombinasi antara horizontal
dan vertikal.
14. Retrix
Adalah alat penyimpanan arsip yang dilengkapi dengan sistem pencari
letak nomor arsip yang dibutuhkan, sehingga bila nomor arsip yang dibutuhkan
telah dipasang dan diproses, maka arsip yang dibutuhkan akan muncul/ diambil
diantara permukaan arsip lainnya.
15. Memory Writer (Mesin Tik Elektronik)
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Adalah mesin tik yang menyediakan tempat untuk menyimpan data dengan
kapasitas terbatas.
16. Microfilm
Adalah suatu alat untuk memproses fotografi, dimana arsip direkam pada
film dalam ukuran yang diperkecil, untuk memudahkan penyimpanan dan
penggunaan.
17. Computer
Adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan
secara sistematis, berdasarkan instruksi/ program yang diberikan, serta dapat
menyimpan dan menampilkan keterangan bilamana diperlukan.
18. Dask Tray
Tempat untuk menyimpan arsip, yang dapat diletakkan di atas meja atau di
atas peralatan lainnya.
19. Rollafile Trolley
Tempat untuk menyimpan map (arsip), yang dapat dengan mudah
dipindahkan karena mempunyai roda di bawahnya.
II.3.4 Sistem Kearsipan Yang Baik
Banyak kita temui situasi pelayanan administratif yang masih lamban di
tengah era modern seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kantor-kantor yang
kegiatannya banyak berhubungan dengan pelayanan masyarakat diharapkan
mempunyai sistem kearsipan yang dapat berjalan efisien dan efektif, jika tidak,
pelayanan masyarakat yang diberikan akan lamban dan tidak memuaskan. Untuk
memahami kegiatan kearsipan yang baik, diperlukan pemahaman prinsip-prinsip
dalam kegiatan kearsipan. Prinsip dalam pengelolaan arsip yang baik, adalah :
 Pengelolaan arsip sedikit mungkin
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 Pengelolaan arsip yang benar-benar bermakna atau berguna
 Pengelolaan arsip secara hemat dan sederhana
 Pengelolaan arsip yang mudah, cepat dan tepat dalam penemuan
kembali.
Agus Sugiarto, S.Pd., M.M (2015:17-18) menjelaskan bahwa faktor-faktor
yang menentukan sistem kearsipan yang baik adalah :
1. Kepadatan ; Faktor kepadatan bermaksud tidak menggunakan banyak
tempat, khususnya ruang lantai. Dengan kata lain, faktor kepadatan
penyimpanan arsip dapat efisiensi penggunaan ruang kantor.
2. Mudah dicapai ; Aspek kemudahan dicapai angat diperlukan dalam
kegiatan pengelolaan arsip. File cabinet/ almari penyimpanan arsip harus
ditempatkan sedemikian rupa, sehingga mudah untuk menyimpan surat-
surat ataupun mengambil arsip. Dengan mudah dicapai maka efisiensi
tenaga dapat diwujudkan.
3. Kesederhanaan ; Faktor kesederhanaan bermaksud agar sistem
penggolongan atau sistem penataan arsip dapat dimengerti dan
dilaksanakan oleh setiap petugas, atau pegawai pada umumnya. Jangan
sampai terjadi kesulitan penemuan arsip hanya dikarenakan seseorang
tidak mengetahui bagaimana harus mencarinya.
4. Keamanan ; Faktor keamanan bermaksud agar dokumen-dokumen harus
diberikan tingkat keamanan yang tepat sesuai dengan kepentingannya.
Dalam hal ini harus menggunakan fasilitas pendukung yang
memperhatikan aspek keamanan.
5. Kehematan ; Faktor kehematan bermaksud bahwa sistem kearsipan harus
hemat dalam biaya uang, tenaga kerja, dan biaya lainnya.
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6. Elastisitas ; Faktor elastisitas bermaksud bahwa sistem kearsipan harus
dibuat dengan pertimbangan perluasan sistem penyimpanan dimasa yang
akan datang.
7. Penyimpanan dokumen seminimalnya, faktor ini bermaksud bahwa bahwa
dokumen yang disimpan adalah dokumen yang benar-benar bernilai.
8. Keterangan-keterangan harus diberikan bilamana diperlukan sehingga
dokumen dapat ditemukan melalui bermacam-macam kepala (heading).
9. Dokumen-dokumen harus selalu disusun secara up to date, meskipun hal
demikian dapat bergantung pada penyusunan tenaga dan pengawasan.
10. Harus dipergunakan sistem penggolongan yang paling tepat. Tidak ada
sistem kearsipan yang paling baik, yang paling baik adalah sistem yang
cocok dan tepat dengan kebutuhan. Dengan demikian pemilihan sistem
harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan, sehingga sistem tersebut
dapat membantu pencarian dokumen secara efektif.
Selain itu hal yang paling penting dalam manajemen kearsipan yaitu sistem
penataan/ penyimpanannya, sistem kearsipan dapat dikatakan baik apabila
sistem penataan atau penyimpanannya sudah berjalan dengan baik dan teratur,
sebab itu mencerminkan keberhasilan suatu pengelolaan kegiatan dimasa lalu,
yang akan besar pengaruhnya terhadap pengembangan di masa mendatang.
Penataan/ penyimpanan arsip sangat perlu dilakukan agar memudahkan
penemuan kembali arsip yang sewaktu-waktu diperlukan, baik terhadap
kehidupan organisasi maupun untuk membantu tugas pimpinan.
Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU (2015:95-101) menjelaskan
bahwa ada lima macam sistem penataan/ penyimpanan arsip yaitu :
1. Sistem abjad/ alphabetical filing system
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Sistem abjad adalah salah satu sistem penataan berkas yang umumnya
dipergunakan untuk menata berkas yang berurutan dari A sampai Z
dengan berpedoman pada peraturan mengindeks.
2. Sistem masalah/ perihal/ subject filing system
Sistem masalah adalah salah satu sistem penataaan berkas berdasarkan
kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang
berhubungan dengan perusahaan yang menggunakan sistem ini. Untuk
dapat melaksanakan penataan arsip berdasarkan sistem masalah, maka
harus ditentukan dahulu masalah-masalah yang pada umumnya terjadi
dalam surat-surat setiap harinya. Masalah-masalah tersebut
dikelompokkan menjadi satu subyek yang disusun dalam suatu daftar
yang bernama daftar indeks. Oleh sebab itu dalam penataan arsip
berdasarkan sistem masalah, perlu dipersiapkan lebih dulu daftar indeks.
3. Sistem nomor/ numerical filing system
Sistem nomor adalah salah satu sistem penataan berkas berdasarkan
kelompok permasalahan yang kemudian masing-masing atau setiap
masalah diberi nomor tertentu. Persiapan penataan arsip berdasarkan
nomor yaitu menyusun pola klasifikasi dan menyiapkan peralatan arsip.
Contoh pola klasifikasi arsip :
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Tabel. 2
Pola Klasifikasi Arsip
000 UMUM
010 Urusan dalam
011 Gedung kantor
012 Rumah dinas
013 Listrik dan telepon
020 Peralatan
030 Penelitian
040 Perencanaan
100 KEPEGAWAIAN
110 Pengadaan
120 Mutasi
130 Kedudukan
140 Kesejahteraan Pegawai
200 KEUANGAN
210 Gaji
220 Biaya perjalanan
Nomor-nomor tersebut dapat dikembangkan menjadi pembagian yang lebih
kecil, dan perlu dibuat daftar kelompok masalah-masalah.
4. Sistem tanggal/ urutan waktu/ chronological filing system
Sistem tanggal adalah salah satu sistem penataan berkas berdasarkan
urutan tanggal , bulan, dan tahun yang mana pada umumnya tanggal yang
dijadikan pedoman termaksud diperhatikan dari datangnya surat,(akan
lebih baik bila berpedoman pada cap datangnya surat). Surat atau berkas
yang datang paling akhir ditempatkan dibagian paling akhir pula, tanpa
memperhatikan masalah surat atau berkas tersebut. Akhirnya, surat atau
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berkas yang difile tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan bulan-bulan
setiap tahunnya.
5. Sistem wilayah/ daerah/ regional/ geographical filing system
Sistem wilayah adalah salah satu sistem penataan berkas berdasrkan
tempat (lokasi), daerah atau wilayah tertentu. Guna melaksanakan sistem
wilayah ini, maka dapat dipergunakan nama daerah atau wilayah untuk
pokok permaslahan. Pokok permasalahan tersebut dapat berkembang
menjadi masalah-masalah, dalam hal ini terdiri dari tempat (lokasi) daerah
yang berada dalam wilayah tersebut.
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II.4 Kerangka Pikir
Kearsipan merupakan bagian pekerjaan kantor yang sangat penting. Tujuan
Kearsipan sudah tercantum dalam undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang
kearsipan salah satunya adalah Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang
dilakukan oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemsyarakatan, dan perseorangan,
serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional.
Aspek yang sangat penting dalam kegiatan kearsipan adalah manajemen
kearsipan. Pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan arsip
dinamakan manajemen kearsipan, yaitu pekerjaan yang meliputi tahap
penciptaan dan penerimaan, tahap penggunaan, tahap pemeliharaan, dan tahap
pemusnahan arsip. Kegiatan kearsipan tersebut merupakan siklus kehidupan
(daur hidup) arsip. Oleh karena itu agar sistem kearsipan dapat berjalan dengan
baik tanpa adanya kendala dalam proses pelaksanaannya maka hal-hal tersebut
diatas harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, maka dari itu
penulis mengambil 4 indikator fungsi-fungsi manajemen dalam mengelolah
sistem kearsipan di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
seperti yang dijelaskan oleh George R. Terry yaitu perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), menggerakkan (actuating), dan pengendalian
(controlling). Sehingga arti penting arsip sebagai memori, acuan, dan
pertanggungjawaban dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.
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Adapun kerangka pikir digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2. Kerangka Pikir
MANAJEMEN KEARSIPAN
FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN
(GEORGE R. TERRY)
1. PLANNING (PERENCANAAN)
2. ORGANIZING (PENGORGANISASIAN)
3. ACTUATING (MENGGERAKKAN)
4. CONTROLLING (PENGENDALIAN)
SISTEM KEARSIPAN YANG BAIK DI BIRO
UMUM DI KANTOR GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN
PROSES TERJADINYA ARSIP/ DAUR HIDUP ARSIP
(DONNI JUNI PRIANSA DAN AGUS GARNIDA)
1. TAHAP PENCIPTAAN
2. TAHAP PENGGUNAAN
3. TAHAP PEMELIHARAAN
4. TAHAP PEMUSNAHAN
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BAB III
METODE PENELITIAN
III.1  Pendekatan Penelitian
Agar penelitian ini lebih terarah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu
masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat
mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang
keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.
Dasar teoritis dalam pendekatan kualitatif adalah pendekatan interaksi
simbolik, diasumsikan bahwa objek orang, situasi dan peristiwa tidak memiliki
pengertian sendiri, sebaliknya pengertian itu diberikan kepada mereka.
Pengertian yang diberikan orang kepada pengalaman dan proses penafsirannya
bersifat esensial serta menentukan. Penelitian ini juga menginterpretasikan atau
menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh
dari informan dilapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang
kondisi yang ada menghubungkan variable-variabel dan selanjutnya akan
dihasilkan diskripsi tenteng objek penelitian.
III.2  Lokasi Penelitian
Penilitian ini dilaksanakan di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan, yang berada di Jln. Jend. Urip Sumohardjo No. 269 Makassar,
Sulawesi Selatan. Dan mengingat Kantor Gubernur merupakan salah satu Induk
Pemerintahan di Provinsi sulawesi selatan yang menjalankan fungsi kearsipan
dalam setiap kegiatan administrasinya.
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III.3  Tipe dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.
Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau
keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk
mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang
keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Sedangkan dasar penelitiannya
adalah survei dengan tehnik pengumpulan data yang sesuai dengan rumusan
masalah.
III.4  Fokus Penelitian
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan
pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan
memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap
penulisan karya ilmiah ini.
Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Adapun dalam
penelitian ini, untuk mengetahui pengelolaan sistem kearsipan yang ada di Biro
Umum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan prinsip
manajemen, maka penulis mengambil 4 indikator fungsi-fungsi manajemen yang
dikemukakan oleh George R. Terry yaitu :
1. Perencanaan (planning)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Menggerakkan (actuating)
4. Pengendalian (controling)
III.5  Informan
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Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi
dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang
penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai,
sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam
penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah :
1. H. Abdul Malik Faisal SH. M.Ad M. Pem (Kepala Biro Umum)
2. Dra. Itappa MM (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
3. Sulaiman S.Sos (Staf Sub Bagian Tata Usaha)
4. Siti Mufidah (Staf Sub Bagian Tata Usaha)
III.6  Jenis dan Sumber Data
III.6.1. Data Primer
Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu
pada staf  Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus
penanggung jawab kearsipan dengan cara pengamatan atau observasi dan
wawancara pada informan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan
penelitian ini.
III.6.2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk
mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan yang
ada, serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, literatur-literatur,
arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang
senantiasa berkaitan dengan masalah.
III.7  Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini melalui :
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1. Observasi
Observasi (observation) atau pengamatan merupakan teknik
pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif.
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan
dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan
interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan
terwawancara (interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari
interviewee. Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang
daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, agenda dan lain sebagainya.
III.8  Teknik Analisa Data
Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data
yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.
Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang
dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan
dengan bentuk teks agar lebih mengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan
dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.
Untuk menganalisis berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkah-
langkah berikut :
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan
dokumentasi.
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2. Reduksi data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini
bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan
masalah penelitian.
3. Penyajian data
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian
(display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan,
tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian
data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti
berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat
disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan
cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai
apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai
tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting
menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.
4. Tahap akhir  adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan
melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan
sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
IV.1  Gambaran Singkat Provinsi Sulawesi Selatan
Sebelum Proklamasi RI, Sulawesi Selatan terdiri atas sejumlah wilayah
kerajaan yang berdiri sendiri dan di diami empat etnis : Bugis, Makassar, Mandar
dan Toraja. Lima tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UU
Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi
Administratif Sulawesi. Sepuluh tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU
Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan
Tenggara. Empat tahun setelah itu, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964
pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir,
pemerintah memecah Sulawesi Selatan menjadi dua, berdasarkan UU Nomor 26
Tahun 2004. Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali
Mandar yang tadinya merupakan kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan resmi
menjadi kabupaten di provinsi Sulawesi Barat seiring dengan berdirinya provinsi
tersebut pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.
Sulawesi Selatan Terdiri Atas 21 Kabupaten, dan 3 Kota dengan jumlah
penduduk mencapai 8.342.047 jiwa.
Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48'
- 122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini berbatasan
dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi
Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.
Posisi yang strategis di kawasan timur Indonesia memungkinkan Sulawesi
Selatan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, baik bagi kawasan timur
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Indonesia maupun untuk skala internasional. Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar Telp. (0411) 453070.
IV.2  Gambaran Biro Umum
IV.2.1 Penetapan Visi dan Misi
Penetapan rumusan Visi dan Misi Biro Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Visi dan Misi
Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pada Tugas Pokok dan Fungsi Biro
Umum dan Perlengkapan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Visi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan adalah Menjadikan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai Organisasi yang Mewujudkan Pelayanan yang efektif,
Efisien, terukur dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan. Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:
1. Pelayanan yang efektif adalah suatu produk pelayanan yang diberikan benar-
benar berkualitas, tidak berbeli-belit, tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Efisien mengandung makna bahwa produk pelayanan yang bermutu,
berkualitas dan hemat biaya dan waktu yang sesingkat mungkin.
3. Terukur dalam arti bahwa pelayanan dilakukan secara merata dan tepat
waktu.
Berdasarkan uraian pernyataan Visi tersebut, maka untuk mewujudkannya
disusunlah Misi sebagai berikut  :
1. Mencapai tujuan secara tepat dalam peningkatan kualitas pelayanan.
2. Menciptakan pelayanan yang berkualitas, sederhana, jelas, adil dan tepat
waktu.
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3. Meningkatkan kemampuan staf sebagai pengelolaan dan pelaksanaan
pelayanan.
4. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kreatifitas staf dalam pelaksanaan
pelayanan.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan fasilitas pelayanan
IV.2.2 Struktur Organisasi Biro Umum Dan Perlengkapan
BIRO UMUM DAN
PERLENGKAPAN
BAGIAN TATA
USAHA UMUM
BAGIAN
RUMAH
TANGGA
BAGIAN
KEUANGAN
BAGIAN
PERLENGKAP
AN
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN
ARSIP DAN
PENGGANDAAN
SUB BAGIAN
EKSPEDISI
SUB BAGIAN
RUMAH
TANGGA
PIMPINAN
SUB BAGIAN
URUSAN
DALAM
SUB BAGIAN
ADMINISTRASI
PERJALANAN
SUB BAGIAN
PEMBUKUAN
DAN
VERIFIKASI
SUB BAGIAN
PEMBIAYAAN
SUB BAGIAN
ANGGARAN
SUB BAGIAN
ANALISA
KEBUTUHAN
SUB BAGIAN
PENGADAAN
DAN
PEMELIHARAAN
SUB BAGIAN
PENYIMPANAN,
INVENTARISASI
DAN DISTRIBUSI
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IV.2.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57
Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural
pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka kedudukan Biro Umum
Dan Perlengkapan adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah
dalam lingkup Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada  Asisten Administrasi.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Biro Umum dan
Perlengkapan mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57
tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu : Menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan,
fasilitasi, monitoring serta evaluasi penyusunan dan  penyelenggaraan kebijakan
di bidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
keuangan sekretariat daerah provinsi serta merumuskan program dan analisa
kebutuhan perlengkapan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi serta pembinaan barang.
Sehubungan hal tersebut diatas, Biro umum dan Perlengkapan terbagi atas
empat bagian serta mempunyai  tugas pokok dan fungsi  sesuai  Peraturan
Gubernur Nomor 57 Tahun 2012  tentang  Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian
Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
IV.2.4 Sumber Daya Aparatur
Keberhasilan suatu Organisasi  dalam menjalankan  tugas dan fungsinya
sangat ditentukan  oleh adanya sumber daya manusia  yakni sumber daya
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aparatur  yang berkualitas  sebagai penggerak  roda organisasi  yang
berpengaruh langsung  terhadap lingkungan  strategis organisasi.
Biro Umum dan Perlengkapan didukung oleh sumber daya Aparatur
(Pegawai) sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 195 ( Seratus Sembilan
puluh lima) orang  yang dikelompokkan menurut  pangkat/golongan sebagai
berikut:
 Golongan IV : 31 orang
 Golongan III : 77  orang
 Golongan II : 74  orang
 Golongan I : 13  orang
Jumlah : 195 orang
Kualifikasi Pendidikan :
 SD : 11 Orang
 SLTP : 18 Orang
 SMU / SLTA : 69 Orang
 Diploma I (D1) : 0 Orang
 Sarjana Muda / D-3 : 12 Orang
 Sarjana Muda (D4) : 2 Orang
 Sarjana  (S1) : 58 Orang
 Magister  (S2) : 25 Orang
 Doctor (S3) : 0 Orang
 Jumlah : 195 Orang
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
V.1  Planning (Perencanaan)
Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama yang harus
dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam kaitannya dengan kearsipan,
dalam fungsi ini dirumuskan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang
harus dilakukan untuk mencapai tujuan, termasuk prosedur dan metode
kerjanya, sarana dan prasarana, serta dana yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan-kegiatan kearsipan.
Perencanaan merupakan aspek yang penting dalam melaksanakan suatu
kegiatan. Tanpa adanya suatu perencanaan yang baik, maka suatu kegiatan
tidak akan dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dalam kegiatan
pengelolaan sistem kearsipan dibutuhkan perencanaan yang baik untuk
melaksanakan pengelolaan arsip yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Perencanaan dalam pengelolaan arsip itu perlu
diciptakan karena apabila tidak ada perencanaan nantinya tidak ada arahan dan
tujuan yang jelas.
Perencanaan yang dilakukan di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan, dilakukan diantaranya melalui rapat pimpinan dan rapat kerja
yang telah diselenggarakan pada setiap pertengahan tahun. Perencanaan
(planning) tersebut membahas mengenai penyusunan rencana kegiatan, dan
mengenai anggaran untuk program kerja tahun depan. Demikian hal yang
dikemukakan oleh Informan A selaku Kepala Biro Umum pada hari rabu tanggal
8 Februari 2017 sekitar pukul 10.30 Wita yang mengemukakan bahwa:
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“setiap pertengahan tahun kami selalu melakukan rapat bersama pimpinan
kepala bagian dan kepala sub-sub bagian untuk membahas penyusunan
rencana kegiatan dan perencanaan anggaran tahun depan”.
Kemudian informan B selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha menjelaskan
dengan pertanyaan yang berbeda :
“perencanaan yang dilakukan disini itu dek mengenai perencanaan
pengelolaan arsip secara mendalam berdasarkan prosedur yang dikeluarkan
oleh pemerintah itu kami belum lakukan, perencanaan kegiatan kearsipan yang
ada disini masih sangat sederhana belum ada perencanaan yang mendalam
dalam pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah”.
Perencanaan yang dilakukan di biro umum hanya membahas secara
umum dalam penyusunan rencana kegiatan terkait SOP penatan Administrasi
Tata Usaha, sedangkan penyusunan perencanaan dalam pengelolaan arsip,
mulai dari penciptaan arsip sampai dengan pemusnahan arsip tidak dilakukan
secara mendalam sesuai dengan prosedur yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah.
Berikut dibawah ini adalah SOP Penyusunan Rencana Kegiatan yang
dilakukan di Biro Umum:
Nama SOP : Penyusunan Rencana Kegiatan
Tabel.3
Dasar Hukum
1. Peraturan Gubernur Sulawesi selatan nomor 57 Tahun 2012 tentang
tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada sekretariat
daerah provinsi sulawesi selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2012 Nomor 57)
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2010 Tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan
Keterkaitan
1. Bagian Tata Usaha Biro Umum dan Perlengkapan
2. SOP Penataan Administrasi Tata Usaha
Peralatan Perlengkapan
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1. Komputer
2. Kertas Kop
3. Kertas Folio
4. Kertas HVS
5. Printer
Kegiatan
1. Kepala Bagian menugaskan Kepala Sub Bagian untuk menyusun konsep
daftar rencana kegiatan
2. Keapal Sub Bagian memerintahkan fungsional umum untuk
mengumpulkan data dan mengonsep rencana kegiatan
3. Fungsional umum mengumpulkan data rencana kegiatan dan
menyerahkan kepada kepala sub bagian
4. Kepala Sub Bagian menyusun konsep daftar rencana kegiatan dan
menyerahkan kepada Kepala Bagian
5. Kepala Bagian memeriksa konsep rencana kegiatan, jika setuju maka
diberi parah lalu menyerahkan kepada kepala Biro. Jika tidak setuju
dikembalikan kepada kepala sub bagian untuk diperbaiki
6. Kepala Biro memeriksa daftar final, daftar rencana kegiatan, jika setuju
maka ditandatangani dan menyerahkan kepada kepala Bagian. Jika tidak
setuju dikembalikan kepada kepala Bagian untuk diperbaiki
7. Kepala Bagian menyerahkan daftar rencana kegiatan kepada kepala sub
Bagian untuk didokumentasikan
8. Fungsional umum mendokumentasikan/ mengarsipkan dan dilaksanakan
Mengenai penjelasan SOP diatas informan B selaku kepala Sub Bagian
Tata Usaha, beliau mengemukakan bahwa :
“Dalam setiap rapat pimpinan atau penyusunan rencana kegiatan saya
selalu mengajukan permintaan agar pengelolaan arsip juga diperhatikan mulai
dari pengadaan sarana dan prasarana/ kebutuhan dalam pengelolaan arsip,
selain itu saya juga sering meminta agar pegawai yang menangani arsip itu
diberikan pelatihan atau bimtek mengenai bidang kearsipan namun selalu saja
tidak pernah ditanggapi, karena sampai saaat ini arsip masih saja dianggap
bukan hal yang luarbiasa hanya diangggap sesuatau hal yang biasa-biasa saja
bukan hal yang begitu penting padahal surat adalah hal yang luar biasa karena
surat sumber berjalannya sebuah organisasi. Selain itu kurangnya pemahaman
pimpinan mengenai kearsipan sehingga dalam perencanaan pengelolaanya
belum mendapatkan perhatian yang lebih”.
Selain itu tugas pokok dan fungsi sub bagian Tata Usaha dalam
penyusunan program adalah sebagai berikut :
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1. Tugas Pokok : menerima, mengkonsultasikan dan mengoordinasikan serta
menyusun, mengarsip program kegiatan dari masing-masing bagian dan sub
bagian di lingkungan biro umum dan perlengkapan.
2. Rincian Tugas :
 Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
 Melakukan konsultasi kepada atasan dan koordinasi dengan pejabat
setingkat pada unit terkait program perencanaan kegiatan Biro.
 Menerima rencana kegiatan dari masing-masing bagian dan sub bagian di
lingkungan Biro umum.
 Mengoordinasikan program kegiatan kepada masing-masing bagian dan
sub bagian di lingkungan Biro umum untuk kepentingan sinkronisasi.
 Mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran
pendapatan dan belanja Biro.
 Mengordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan dan anggaran.
 Melakukan revisi terhadap program kegiatan berkaitan dengan redaksional
maupun alokasi anggaran.
 Mengkonsultasikan rencana program yang telah direvisi kepada kepala
Biro.
 Menyusun rencana program masing-masing bagian untuk diajukan
pembahasan.
 Meneliti kembali proogram kegiatan yang telah tersusun untuk kepentingan
perbaikan.
 Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana
Biro.
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 Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP) dan menetapkan indikator kinerja utama (IKU),
penetapan kinerja (PK), dan pakta integritas (PI) Biro.
 Mengarsip program kegiatan yang sudah disusun untuk ketertiban
administrasi.
 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis.
 Memberian saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan yang
sesuai bidang tugas.
Untuk mengetahui perencanaan yang dilakukan di Biro Umum dalam
pengelolaan arsip, penulis dapat menjelaskan sebagai berikut :
1. Tahap penciptaan arsip
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Informan B selaku kepala
Sub Bagian Tata Usaha pada hari jum’at tanggal 19 Mei 2017 mengenai
perencanaan dalam penciptaan arsip :
“Perencanaan dalam penciptaan arsip berupa surat keluar itu dibuat oleh
masing-masing sub bagian dengan berpedoman pada tata naskah dinas dalam
membuat surat, setelah itu setiap surat keluar dibawa ke sub bagian Tata Usaha
untuk pemberian nomor surat, pencatatan pada buku agenda surat keluar,
pengambilan tanda tangan di kepala biro umum dan pemberian stempel.
Selanjutnya dengan pertanyaan berbeda beliau menjelaskan :
“Sedangkan perencanaan penciptaan arsip yang  berupa surat masuk yang
di tujukan kepada biro umum yaitu surat masuk melalui sub bagian Tata Usaha,
lalu pada sub bagian Tata Usaha dilakukan pencatatan pada buku agenda surat
masuk, setelah itu surat tersebut diberikan kepada kepala biro umum disertai
lembar disposisi, nanti kepala biro yang menentukan kemana surat ini di tujukan.
setelah selesai diproses atau didisposisi oleh pimpinan kemudian pegawai sub
bagian tata usaha mendistribusikan surat tersebut kemana surat tersebut
ditujukan oleh pimpinan”.
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Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat memperoleh
gambaran bahwa perencanaan dalam penciptaan arsip yakni, surat masuk dan
surat keluar dalam lingkup Biro Umum yaitu dimana antara sub bagian tata
usaha dengan sub bagian lainnya dalam hal ini proses surat keluar dilakukan
oleh masing-masing sub bagian, tetapi proses pemberian nomor dan
pengesahan (stempel) pada surat tetap dilakukan oleh sub bagian tata usaha,
kemudian mengenai surat yang masuk terlebih dahulu masuk melalui sub bagian
tata usaha untuk diproses yang selanjutnya diberikan kepada pimpinan untuk
didisposisi kemudian setelah itu didistribusikan kepada sub-sub yang
bersangkutan sesuai kemana surat tersebut ditujukan oleh pimpinan.
Selain itu tugas pokok dan fungsi sub bagian Tata Usaha dalam
pengadministrasi naskah masuk/ keluar adalah :
1. Tugas Pokok : mencatat, mengadministrasi, mendistribusikan dan merapikan
data kedalam file, seta menyiapkan alat tulis kantor.
2. Rincian Tugas    :
 Menyiapkan bahan administrasi program kegiatan.
 Mempelajari dan menjabarkan peunjuk, disposisi atasan guna menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.
 Mempelajari peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis administrasi dan ketatausahaan.
 Menerima dan membaca surat masuk maupun keluar untuk mengetahui
kebenaran alamat yang dituju.
 Mencatat nomor, tanggal dan perihal surat masuk dan keluar ke dalam
buku agenda.
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 Mendistribusikan konsep maupun naskah dinas yang telah didisposisi
oleh atasan untuk segara diproses maupun ditindaklanjuti.
 Menyimpan dan merawat arsip in aktif ke dalam file yang telah
disediakan.
 Menginvertarisir data program kegiatan dari instansi terkait guna bahan
pengelolaan data.
 Menyimpan dan merawat data program kegiatan ke dalam file yang telah
ditentukan guna mempermudah pencarian data yang dibutuhkan.
 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan baik secara lisan
maupun tertulis.
 Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan.
 Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugas.
2. Tahap penggunaan
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Informan B selaku kepala
Sub Bagian Tata Usaha pada hari jum’at tanggal 19 Mei 2017 mengenai
perencanaan dalam penggunaan arsip :
“perencanaan mengenai penggunaan/ peminjaman arsip berdasarkan
prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah belum kami lakukan. Penggunaan/
peminjaman arsip yang kami lakukan disini masih sangat sederhana, jadi kalau
ada pihak yang ingin melihat dan meminjam arsip maka terlebih dahulu harus
melapor kepada kami setelah itu kami menanyakan berapa lama arsip akan
digunakan.
Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa,
perencanaan dalam penggunaan/peminjaman arsip yang dilakukan di Biro
Umum belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah, ini dapat dilihat dalam penggunaan/ peminjaman arsip masih sangat
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sederhana karena apabila ada pihak yang ingin meminjam atau menggunakan
arsip, hanya dengan melapor kepada pihak yang memiliki arsip maka pihak yang
ingin meminjam atau menggunakan arsip dapat diberikan. Padahal pentingnya
menentukan prosedur penggunaan/peminjaman arsip oleh setiap organisasi
telah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan pasal 44 ayat 3 yang isinya pencipta arsip wajib menentukan
prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas
untuk kepentingan pengguna arsip. Maka sebaiknya pada dasarnya perlu diatur
prosedur dan tata cara peminjaman yang baik sehingga memudahkan para
pengelolah untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan arsip-arsip yang
ada.
Dalam penggunaan arsip terdapat 2 hal yang terdiri atas penyimpanan
atau penataan. Adapun pernyataan oleh Informan B selaku kepala Sub Bagian
Tata Usaha terkait perencanaan dalam penyimpanan arsip, dimana beliau
menjelaskan :
”dalam penyimpanan arsip, di biro umum sendiri belum melakukan
perencanaan yang mendalam dalam menyimpan arsip. Penyimpanan arsip
dipercayakan kepada setiap sub bagian yang ada untuk menyimpan arsipnya
sendiri baik itu arsip aktif mapun in-aktif dalam artian sistem penyimpanan
yang kami terapkan itu bersifat desentralisasi, sedangkan dalam penataan
arsip kami menggunakan sistem subjek/ perihal berdasarkan surat masuk
dan surat keluar dan disimpan dengan menggunakan map odner ”.
Berdasarkan pernyataan diatas dan hasil observasi penulis melihat bahwa
biro umum masih keliru dalam perencanaan menyimpan arsip aktif dan arsip in-
aktif, dimana setiap sub bagian itu menyimpan arsip aktif dan in-aktifnya sendiri
artinya biro umum belum mempunyai unit kearsipan yang khusus menyimpan
arsip in-aktif (arsip yang sudah menurun frekuensi penggunaannya) dimana
dalam prosedur kearsipan apabila arsip sudah menurun frekuensi
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penggunaannya/ in-aktif maka perlu dilakukan pemindahan dari unit pengelolah
ke unit kearsipan sesuai dengan Undang-undang yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada pasal 50 yang berisi
bahwa pemindahan arsip in-aktif dari unit pengeloh ke unit kearsipan
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 huruf a di atur oleh pimpinan
pencipta arsip. Selain itu di biro umum sendiri sebenarnya sudah mempunyai sub
bagian arsip dan penggandaan namun tupoksinya bukan menjadi unit kearsipan
dimana sub bagian arsip dan penggandaan hanya menjadi unit pengolah surat
masuk dan surat keluar dalam lingkup kantor Gubernur dan seluruh SKPD yang
dibawah nangungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Tahap pemeliharaaan
Berikut adalah perencanaan dalam pemeliharaan arsip yang dikemukakan
oleh Informan B selaku kepala sub bagian Tata Usaha pada hari jum’at tanggal
19 Mei, beliau menjelaskan bahwa :
“dalam perencanaan pemeliharaan arsip kami belum melakukan secara
mendalam artinya, kami hanya memelihara arsip yang masih aktif dengan cara
disimpan ke dalam lemari yang menggunakan map ordner di masing-masing sub
bagian, sedangkan perencanaan pemeliharaan arsip in aktif kami hanya
menyimpan arsip yang sudah in aktif ke dalam filling cabinet, kami belum
melakukan pemeliharaan atau perawatan arsip yang sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan oleh pemerintah, biasanya kami hanya melakukan perawatan
arsip dengan cara dibersihkan debunya menggunakan kemoceng, hal ini
dikarenakan di kantor kami juga masih sangat minim pengetahuan mengenai
ilmu kearsipan.
Berdasarkan hasil observasi dilapangan, perencanaan mengenai
pemeliharaan arsip di Biro Umum belum mendapatkan perhatian yang mendalam
dari pihak pengelolah arsip itu sendri ini dilihat dari cara penataan arsip dimana
hanya disimpan didalam lemari kayu bukan di filling cabinet selain itu arsip hanya
disimpan menggunakan map odner dimana dengan menggunakan map odner
akan merusak arsip karena arsip tersebut di berikan lubang agar dapat masuk
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didalam map odner. Padahal pemerintah telah mengatur mengenai pentingnya
pemeliharaan arsip dalam Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
pada pasal 45 yang menyatakan bahwa pemeliharaan arsip dinamis
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksankan oleh
pencipta arsip untuk menjamin keamanan informasi dan fisik arsip sesuai dengan
standar pemeliharaan arsip.
4. Tahap pemusnahan
Pada dasarnya dalam melakukan pemusnahan arsip wajib menggunakan
jadwal retensi arsip (JRA) sebagai dasar untuk menentukan nilai guna arsip dan
jangka waktu arsip tersebut disimpan. Penggunaan JRA merupakan hal yang
sangat diperlukan sebab akan menentukan kemana alur arsip tersebut berjalan,
apakah akan dimusnahkan atau akan diteruskan sebagai arsip yang
dipertimbangkan lagi kegunaannya menjadi arsip inaktif atau akan
dipermanenkan sebagai arsip statis. Tanpa JRA akan sangat sulit menentukan
tujuan akhir arsip tersebut. Berikut hasil wawancara yang dikemukan oleh
Informan C selaku staf Sub Bagian Tata Usaha, dimana beliau mengatakan :
“perencanaaan dalam pemusnahan arsip kami belum lakukan secara
mendalam artinya dalam pemusnahan arsip kami hanya memperkirakan arsip
yang kami anggap tidak dipakai lagi yang umurnya sudah diatas 5 tahun itu
langsung kami musnahkan dengan cara dibakar, karena kami disini belum
mempunyai JRA (Jadwal Retensi Arsip)”.
Perencanaan yang dilakukan biro umum dalam pemusnahan arsip belum
dilakukan secara mendalam sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh
pemerintah ini dapat dilihat, biro umum dalam hal ini belum memiliki JRA padahal
JRA (Jadwal Retensi Arsip) merupakan sesutau yang wajib dimiliki setiap
organisasi/ kantor karena dengan JRA alur kehidupan arsip dapat ditentukan,
apakah akan dimusnahkan atau akan diteruskan sebagai arsip yang
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dipertimbangkan lagi kegunaannya menjadi arsip inaktif atau akan
dipermanenkan sebagai arsip statis. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan dengan tegas pada pasal 53
ayat 1 bahwa Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,
BUMN dan BUMD wajib memiliki JRA.
Penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan volume arsip,
sebagaimana pernyataan dari Informan B pada hari jum’at tanggal 19 Mei 2017
yaitu:
“perencanaan dalam penyusutan arsip belum kami lakukan secara
mendalam, disini kami hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pegawai kami
untuk melaksanakannya”.
Selanjutnya diperjelas oleh Informan C yang menyatakan bahwa :
“perencanaan yang kami lakukan disini dalam proses penyusutan arsip itu
terdapat tiga hal yaitu pertama arsip dinamis aktif yang telah habis masa
retensinya yang disimpan di dalam lemari menggunakan map odner akan
selanjutnya menjadi arsip inaktif, kemudian arsip tersebut jika sudah menjadi in-
aktif maka penyimpanannya akan di pindahkan ke lemari besi (filling cabinet),
begitu juga arsip inaktif yang ada di dalam filling cabinet, jadi setelah arsip in-aktif
itu sudah tidak memiliki nilai guna lagi maka akan kami musnahkan”.
Berdasarkan pernyataan diatas dan hasil observasi penulis melihat bahwa
biro umum masih keliru dalam perencanaan penyusutan arsip, dimana setiap sub
bagian itu melakukan penyusutan arsip aktifnya dengan cara memindahkan ke
lemari besi (filling cabinet) yang berada di ruangan kerja tanpa melakukan
pemidahan arsip dari unit pengeolah ke unit kearsipan apabila arsip sudah
menjadi in-aktif, artinya biro umum belum mempunyai unit kearsipan yang
khusus menyimpan arsip in-aktif (arsip yang sudah menurun frekuensi
penggunaannya) dimana dalam prosedur kearsipan apabila arsip sudah
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menurun frekuensi penggunaannya/ in-aktif maka perlu dilakukan pemindahan
dari unit pengelolah ke unit kearsipan
Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Basir Barthos (2009: 101) yaitu
kegiatan penyusutan arsip dengan cara sebagai berikut:
1. Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan.
2. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan ke kepada Arsip Nasional.
Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
perencanaan yang dilakukan di biro umum itu hanya secara umum mengenai
penyusunan rencana kegiatan, dan anggaran yang diperlukan, sedangkan
mengenai perencanaan pengelolaan kearsipan mulai dari tahap penciptaan,
tahap penggunaan, tahap pemeliharaan, dan tahap pemusnahan belum
dilakukan secara mendalam sesuai dengan prosedur kearsipan yang berlaku
artinya kearsipan memang belum mendapatkan perhatian yang lebih masih
selalu dianggap sesuatu hal yang biasa saja, padahal jika ingin menghasilkan
sistem kearsipan yang baik maka diperlukan perencanaan yang baik pula sebab
perencanaan dapat memberikan pedoman, garis-garis besar, tentang apa yang
akan dilakukan serta tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan suatu
kegiatan. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana pada bab 4 pasal 40 menjelaskan
secara jelas pentingnya pengelolaan arsip secara baik dan benar sesuai dengan
norma, standar, prosedur, kreteria, dan sistem kearsipan nasional.
George R. Terry (Winardi, 1979 : 175) mengklasifikasikan perencanaan
terdiri dari perencanaan strategik, perencanaan taktis, dan perencanaan
khusus/operasional. Perencanaan strategik menjadi tanggungjawab manajer
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puncak/atas. Oleh karena itu di setiap Kantor/instansi harus menentukan
rencana strategik kearsipan yang berlaku bagi Kantornya. Di tingkat menengah,
ketua lembaga kearsipan dibantu oleh para arsiparis dan para kepala unit
kearsipan merumuskan kebijakan sistem pengelolaan arsip, serta pembinaan
bagi unit kearsipan di setiap unit kerja termasuk pembinaan bagi sumberdaya
manusia yang bekerja di bidang kearsipan. Di tingkat bawah, kepala unit
kearsipan di setiap unit kerja langsung melakukan perencanaan kerja
operasional atau kerja teknis berkenaan dengan penyusunan pedoman
penciptaan, prosedur penggunaan, pedoman pemeliharaan, dan prosedur
pemusnahan arsip.
Wursanto (1989:33) mengatakan ada beberapa hal mengenai pentingnya
perencanaan bagi lembaga, organisasi, perusahaan untuk mencapai tujuan :
 Dengan perencanaan digariskan tujuan organisasi, sehingga geraknya
dapat diarahkan.
 Dengan perencanaan semua aktivitas lembaga, organisasi, usaha,
dapat diarahkan kepada suatu arah atau tujuan yang telah ditetapkan.
 Dengan adanya perencanaan diperoleh tindakan yang tepat dan
terkoordinasi dari berbagai unit kerja.
 Dengan adanya perencanaan, berdasarkan penelitian, ramalan dan
dugaan-dugaan yang objektif, berbagai situasi darurat dapat
diperhitungkan.
 Perencanaan menjadi alat untuk menyesuaikan usaha dengan situasi
dan kondisi yang berubah-ubah karena berbagai faktor.
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 Perencanaan membantu menghadapi ketidakpastian masa datang dan
menanggulangi akibat-akibat yang timbul karena terjadi perubahan-
perubahan.
 Perencanaan dapat membantu dalam menentukan tindakan yang
membawa ke tujuan.
 Perencanaan dapat membantu efisien kerja.
 Dengan perencanaan, metode kerja dapat diperbaiki.
 Perencanaan dapat membantu menghindari kesalahan dalam usaha.
 Perencanaan penting bagi pimpinan dalam rangka menjalankan fungsi-
fungsi manajerialnya.
 Perencanaan dapat dipergunakan sebagai alat atau pedoman dalam
melaksanakan fungsi pengawasan.
V.2  Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah mengelompokkan kegiatan sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu
rencana dapat dicapai secara efektif.
Pada pengorganisasian arsip, harus jelas siapa yang melakukan
pengelolaan arsip dalam suatu organisasi. Dengan adanya kejelasan siapa yang
mengelola dan siapa yang bertanggung jawab, maka kegiatan pengelolaan arsip
dapat dilakukan dengan tertib.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Biro Umum, penulis melihat
bahwa Pengorganisasian dalam pengelolaan arsip yang dilakukan di Biro Umum
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dilaksankan secara desentralisasi.
Pertanggung jawaban arsip yang berada di Biro Umum diserahkan kepada
masing-masing sub bagian yang mengelola dan menyimpan arsipnya sendiri.
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Selain itu pegawai arsip atau biasa disebut arsiparis di Biro Umum Kantor
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan belum ada, dimana dalam pengelolaan arsip
diserahkan pada staf masing-masing sub bagian sesuai dengan job
descriptionnya. Selain itu, pegawai atau staf dalam mengelola arsipnya di
masing-masing sub bagian pendidikannya belum ada yang sesuai dengan
kualifikasi bidang keahlian kearsipan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh informan
C selaku staff Sub Bagian Tata Usaha pada hari rabu tanggal 8 Februari 2017
sekitar pukul 10.15, beliau mengatakan bahwa :
“masing-masing sub bagian yang ada disini itu menyimpan arsipnya sendiri
dan para stafnya diberikan tanggung jawab untuk mengelolah dan menyimpan
arsipnya sendiri.”
Berikut dibawah ini adalah data jumlah sumber daya aparatur (pegawai)
mengenai kualifikasi pangkat/golongan dan pendidikan yang dimiliki Biro Umum :
Tabel. 4
Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pangkat/Golongan Jumlah
1.SD
2.SLTP
3.SMU/ SLTA
4.Diploma I (D1)
5.Sarjana Muda (D3)
6.Sarjana Muda (D4)
7.Sarjana (S1)
8.Magister (S2)
9.Doctor (S3)
11 orang
18 orang
69 orang
0 orang
12 orang
2 orang
58 orang
25 orang
0 orang
1.Golongan 1
2.Golongan II
3.Golongan III
4.Golongan IV
13 orang
74orang
77 orang
31 orang
Jumlah 195 orang Jumlah 195 orang
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Untuk mengetahui pengorganisasian yang dilakukan di Biro Umum dalam
pengelolaan arsip, penulis dapat menjelaskan sebagai berikut :
1. Tahap penciptaan arsip
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan iforman B selaku kepala
Sub Bagian Tata Usaha pada hari rabu tanggal 8 Februari 2017 sekitar pukul
10.40 mengenai pengorganisasian dalam menjalankan proses surat masuk dan
surat keluar :
“Dalam tahap penciptaan arsip berupa surat keluar dilakukan oleh setiap
sub bagian, begitu pula dalam hal penyimpanan arsipnya setiap sub bagian
menyimpan arsipnya sendiri dalam artian di biro umum ini menggunakan sistem
desentralisasi dalam menyimpan arsip, ada pula sarana yang digunakan dalam
proses penciptaan surat keluar itu berupa komputer dan print yang diberikan
diatas meja setiap pegawai yang ditugaskan untuk membuat surat keluar”.
Kemudian dengan pertanyaan yang berbeda beliau menjelaskan bahwa :
”sedangkan dalam menangani surat masuk itu diserahkan kepada kami
sub bagian tata usaha untuk menangani dan mengendalikan surat masuk
menggunakan buku agenda untuk mencatat setiap surat yang masuk, setelah
selesai diproses atau didisposisi oleh pimpinan kemudian pegawai kami sub
bagian tata usaha mendistribusikan surat tersebut kemana surat tersebut
ditujukan oleh pimpinan.
Selain itu untuk mengetahui pegawai yang ditempatkan dalam proses
penciptaan arsip penulis melakukan wawancara dengan informan B selaku
kepala Sub Bagian Tata Usaha pada hari kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar
pukul 10.15 dimana beliau menjelaskan bahwa :
“Dalam menjalankan proses pengelolaan kearsipan khususnya dalam
pembuatan surat keluar dan penanganan surat masuk kami belum mempunyai
pegawai dibidang ilmu kearsipan jadi dalam pembuatan surat keluar kami
serahkan kepada pegawai yang kami anggap mampu dalam menjalankan tugas
ini”.
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2. Tahap penggunan
Berikut hasil wawancara penulis dengan informan B selaku kepala Sub
Bagian Tata Usaha pada hari kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 10.30
terkait pengorganisasian dalam penggunaan arsip :
“dalam penggunaan arsip, apabila ada pihak/pegawai yang ingin melihat
ataupun meminjam arsip, kami serahkan kepada ibu mufidah untuk memberikan
pelayanan berupa arsip apa yang mereka butuhkan karena ibu mufidah juga
yang mencatat dan menyimpan arsip tersebut jadi setidaknya ibu mufidah yang
lebih mengetahui letak arsip-arsip tersebut apabila dibutuhkan, tetapi kalau ibu
mufidah lagi mengerjakan pekerjaan yang lain biasanya pegawai yang lain yang
membantu dalam mencari arsip yang dibutuhkan oleh pengguna arsip.
Selain itu untuk mengetahui sistem penataan yang digunakan dalam
menata dan menyimpan arsip, penulis melakukan wawancara dengan informan
D selaku staff yang mencatat surat masuk maupun surat keluar serta yang
melakukan penataan arsip, berikut hasil wawancara kepada beliau :
“sistem penataan yang kami gunakan disni itu adalah sistem subjek/
perihal, berdasarkan surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan map
ordner, dan semua sub bagian melakukan hal tersebut”. (Kamis 9 Februari 2017
pukul 10.40)
Dari hasil observasi dilapangan penulis melihat bahwa tidak adanya
pegawai yang khusus ditugaskan untuk memberikan pelayanan apabila ada
pihak yang ingin melihat atau meminjam arsip, pegawai yang bertugas dalam
memberikan pelayanan mengenai penggunaan arsip juga bertugas untuk
mencatat surat masuk maupun surat keluar. Jadi apabila pegawai tersebut
sedang sibuk mencatat surat masuk ataupun surat keluar atau lagi sedang tidak
berada di tempat maka pegawai lain yang akan memberikan pelayanan kepada
pihak yang ingin melihat atau meminjam arsip. Hal ini terkadang menyulitkan
dalam penemuan kembali arsip karena pegawai terkadang tidak mengetahui
dimana arsip tersebut disimpan, seperti yang penulis alami waktu ingin melihat
surat penelitian yang dimasukkan beberapa waktu lalu dengan tujuan apakah
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surat penelitian penulis sudah di tanggapi oleh pimpinan atau belum, akan tetapi
dalam pencarian surat tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk
menemukan surat tersebut karena pegawai yang bertugas mencatat surat masuk
dan keluar bukan dia yang melakukan penyimpanan surat tersebut. Oleh sebab
itu sebaiknya ada pegawai yang khusus ditempatkan dalam memberikan
pelayanan apa bila ada pihak yang ingin melihat atau meminjam arsip.
3. Tahap pemeliharaan
Untuk mengetahui pengorganisasian terkait pemeliharaan arsip, penulis
melakukan wawancara dengan informan C pada hari kamis tanggal 9 Februari
2017 sekitar pukul 10.45 yang mengemukakan bahwa :
“dalam pemeliharaan arsip, kami hanya memelihara arsip dengan cara
disimpan ke dalam lemari yang menggunakan map ordner di masing-masing
sub bagian, kami belum melakukan pemeliharaan atau perawatan arsip yang
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan karena di kantor kami masih sangat
kurang sarana prasarana dan juga tidak ada arsiparis di sini, jadi secara
mendalam dalam pemeliharaan arsip kami belum mengetahui”.
Dari hasil observasi di lapangan penulis melihat peralatan dan
perlengkapan yang digunakan dalam penyimpanan dan pemeliharaan arsip di
biro umum antara lain berupa filing cabinet, lemari kayu, map odner, kemoceng
untuk membersihkan debu dan lain-lain. Namun filling cabinet (lemari arsip) tidak
digunakan berdasarkan fungsinya, lemari arsip hanya digunakan untuk
menyimpan arsip yang di anggap sudah menurun penggunaannya (in aktif) dan
disimpan dengan cara ditumpuk begitu saja tanpa di tata sesuai dengan
prosedur kearsipan sedangkan arsip aktif hanya disimpan menggunakan lemari
kayu, ini menggambarkan bahwa pemahaman pegawai yang ada di biro umum
mengenai bidang kearsipan masih sangat minim, karena tidak dapat
menggunakan peralatan kearsipan yang sudah ada sebaik mungkin berdasarkan
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fungsinya. Seperti yang dikemukakan oleh Basir Barthos (2009:57) bahwa dalam
menyimpan arsip hendaknya ditempat yang memenuhi syarat, seperti
menggunakan rak logam/rak besi dari pada menggunakan almari yang tertutup.
4. Tahap pemusnahan
Untuk mengetahui pengorganisasian dalam pemusnahan arsip yang
dilakukan di Biro Umum, penulis melakukan wawancara dengan informan A
selaku kepala Biro pada hari kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 10.20,
dimana beliau menjelaskan bahwa :
“dalam pemusnahan arsip kami serahkan kepada masing-masing sub
bagian untuk memusnakan arsipnya sendiri, entah itu dengan cara dibakar, dan
lain sebagainya, jadi arsip yang kami anggap tidak dipakai lagi yang umurnya
sudah diatas 5 tahun itu langsung kami musnahkan”.
Kemudian dengan pertanyaan yang berbeda informan B menjelaskan
bahwa :
“kami disini belum mempunyai JRA (jadwal retensi arsip) jadi dalam
melakukan pemusnahan arsip kami hanya memperkirakan apabila umur arsip
sudah di atas 5 tahun atau arsip yang kami anggap sudah tidak digunakan lagi
maka kami musnahkan”.
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemusnahan arsip yang
dilakukan di Biro Umum belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana
pada dasarnya prosedur penyusutan arsip menggunakan jadwal retensi arsip
(JRA) sebagai dasar untuk menentukan nilai guna arsip dan jangka waktu arsip
tersebut disimpan, penggunaan JRA merupakan hal yang sangat diperlukan
sebab akan menentukan kemana alur arsip tersebut berjalan, apakah akan
dimusnahkan atau akan diteruskan sebagai arsip yang dipertimbangkan lagi
kegunaannya menjadi arsip inaktif atau akan dipermanenkan sebagai arsip
statis. Tanpa JRA akan sangat sulit menentukan tujuan akhir arsip tersebut.
Seperti yang dikemukakan oleh Basir Barthos (2009:102) bahwa setiap arsip
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ditentukan retensinya atas dasar nilai kegunaannya dan dituangkan dalam
bentuk jadwal retensi arsip, dalam hal ini Arsip Nasional menetapkan pedoman
untuk digunakan sebagai petenjuk dalam menentukan nilai guna arsip. Lembaga-
lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan masing-masing wajib memiliki
Jadwal Retensi Arsip yang berupa daftar berisi sekurang-kurangnya jenis arsip
beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan
dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.
Dari beberapa pernyataan diatas dan hasil observasi di lapangan penulis
dapat menarik kesimpulan mengenai pengorganisasian dalam pengelolaan arsip
di Biro Umum yaitu belum dilakukan secara efektif, ini dapat dilihat dengan
pegawai yang ditempatkan dalam pengelolaan arsip tidak sesuai dengan disiplin
ilmu yang dimiliki, dikarenakan Biro Umum memang belum mempunyai tenaga
arsiparis, dan tidak adanya pegawai khusus yang ditempatkan apabila ada pihak
yang ingin melihat atau meminjam arsip, selain itu sarana dan prasarana dalam
penyimpanan arsip belum sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana arsip
yang aktif hanya disimpan dilemari kayu yang terbungkus dengan map odner
sedangkan arsip yang sudah in aktif disimpan menggunakan filling cabinet
dengan cara ditumpuk begitu saja tanpa di tata berdasarkan suatu sistem,
padahal yang seharusnya dalam prosedur penyimpanan arsip yang masih aktif
itu di simpan menggunakan filling cabinet dan ditata berdasarkan klasifikasi arsip
seperti peraturan yang dikeluarkan Gubernur No 64 Tahun 2013 tentang pola
klasifikasi arsip, jadi arsip bukan lagi disimpan dan ditata berdasarkan surat
masuk dan surat keluar melainkan arsip itu di tata berdasarkan masalah, sub
masalah, dan sub-sub masalah.
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Contoh pola klasifikasi arsip :
Tabel. 5
Pola Klasifikasi Arsip
000 UMUM
001 Lambang
001.1 Garuda
001.2 Bendera Kebangsaan
010 Urusan dalam
020 Peralatan
030 Penelitian
040 Perencanaan
100 PEMERINTAHAN
200 POLITIK
300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN
400 KESEJAHTERAAN
500 PEREKONOMIAN
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
700 PENGAWASAN
800 KEPEGAWAIAN
900 KEUANGAN
Oleh sebab itu untuk menghasilkan pengorganisasian yang baik maka
pimpinan perlu memperhatikan langkah-langkah pengorganisasian, seperti yang
dikemukana oleh Malayu S.P. Hasibuan (2005:127) :
 Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai.
 Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui,
merumuskan, dan menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-
kegiatan yang ingin dilakukan.
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 Pengelompokan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus
mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas
dasar tujuan yang sama.
 Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan
pada setiap bagian.
 Peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas
tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas
dihindarkan.
V.3   Actuating (Menggerakkan)
Actuating (menggerakkan) adalah suatu proses aktivitas dari pada
kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Actuating juga merupakan penggabungan dari beberapa fungsi manajemen yang
saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang meliputi kepemimpinan
(leadership), komunikasi, pemberian motivasi, dan penyediaan fasilitas. Dalam
hal ini juga dibutuhkan peran seorang pimpinan agar dapat menggerakkan
anggota organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.
Pengendalian arsip (actuating) dalam kearsipan ini merupakan langkah
berikutnya yang harus ditempuh setelah pengorganisasian. Proses actuating
dalam kearsipan dilakukan sejak lahirnya arsip sampai pemusnahannya
termasuk didalamnya terkait pemeliharaan arsip. Oleh karena itu proses ini juga
membutuhkan perhatian khusus dari pimpinan karena pada aspek ini merupakan
salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari pengelolaan arsip sebuah
kantor. Proses pengelolaan arsip (actuating) dalam kearsipan, antara lain
sebagai berikut:
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1. Tahap penciptaan
Proses penciptaan arsip di suatu organisasi sangat penting untuk diketahui
alur pelaksanaannya, hal ini karena penciptaan arsip adalah bagian awal dari
seluruh kegiatan kearsipan dalam suatu organisasi. Jika arsip yang ada dalam
suatu organisasi tidak jelas alur penciptaannya, maka sangat sulit untuk
melaksanakan kegiatan kearsipan dengan baik dan benar sesuai dengan
prosedur yang ada. Untuk itu, mengawali uraian tentang pelaksanaan
pengelolaan arsip di Biro umum, terlebih dahulu penulis menguraikan tentang
proses penciptaan arsipnya.
Untuk mengetahui pelaksanaan proses penciptaan arsip di Biro Umum,
penulis melakukan penelusuran di sub bagian Tata Usaha dengan melakukan
wawancara dengan Informan C selaku staf di Sub Bagian Tata Usaha, pada hari
senin tanggal 6 februari 2017 sekitar pukul 13.46 Wita dimana beliau
menjelaskan bahwa :
“Proses penciptaan arsip yang berupa surat keluar dibuat oleh masing-
masing sub bagian yang ada di Biro Umum dengan berpedoman pada tata
naskah dinas, lalu selanjutnya setiap surat keluar dibawa ke sub bagian Tata
Usaha untuk pemberian nomor surat, pencatatan surat pada buku agenda surat
keluar, pengambilan tanda tangan di kepala biro umum dan pemberian stempel.
Selanjutnya dengan pertanyaan berbeda beliau menjelaskan :
“Sedangkan proses penciptaan arsip yang  berupa surat masuk yang di
tujukan kepada biro umum yaitu surat di masukkan melalui sub bagian Tata
Usaha, lalu pada sub bagian Tata Usaha dilakukan pencatatan pada buku
agenda surat masuk, setelah itu surat tersebut diberikan kepada kepala biro
umum disertai lembar disposisi, nanti kepala biro yang menentukan kemana
surat ini di tujukan. setelah selesai diproses atau didisposisi oleh pimpinan
kemudian pegawai sub bagian tata usaha mendistribusikan surat tersebut
kemana surat tersebut ditujukan oleh pimpinan”.
Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat memperoleh
gambaran bahwa proses penciptaan arsip yakni, surat masuk dan surat keluar
dalam lingkup Biro Umum yaitu dimana antara sub bagian tata usaha dengan
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sub bagian lainnya dalam hal ini proses surat keluar dilakukan oleh masing-
masing sub bagian, tetapi proses pemberian nomor dan pengesahan (stempel)
pada surat tetap dilakukan oleh sub bagian tata usaha, kemudian mengenai
surat yang masuk terlebih dahulu masuk melalui sub bagian tata usaha untuk
diproses yang selanjutnya diberikan kepada pimpinan untuk didisposisi kemudian
setelah itu didistribusikan kepada sub-sub yang bersangkutan sesuai kemana
surat tersebut ditujukan oleh pimpinan.
Berikut dibawah ini adalah jumlah surat yang masuk dan keluar di biro
umum dari tanggal 3 januari 2017 sampai dengan tanggal 19 mei 2017 :
Tabel. 6
Surat Masuk 149 Surat
Surat Keluar 200 Surat
Jumlah  : 349 Surat
Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan
oleh penulis mengenai prosedur penciptaan arsip (pengurusan surat masuk dan
surat keluar) di Biro Umum diperoleh data sebagai berikut :
a. Prosedur penciptaan arsip (pengurusan surat masuk)
Prosedur pengurusan surat masuk di Biro Umum dapat di jelaskan
sebagai berikut :
 Penerimaan surat
Surat masuk yang diterima oleh staf pada sub bagian tata usaha,di
buka lalu dibaca dan ditindak lanjuti dengan mengisi buku agenda
surat masuk yang telah tersedia .
 Menyortir surat
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Kemudian surat disortir berdasarkan surat penting, biasa atau
rahasia.
 Pencatatan surat
Pencatatan surat yang formatnya terdiri atas nomor urut, nomor
berkas,alamat pengirim (asal surat), tanggal surat, nomor surat,
perihal (isi ringkas surat), tujuan surat, keterangan. Setelah itu
dilakukan pencatatan lembar disposisi kemudian surat tersebut di
satukan dengan disposisi yang mana disposisi surat diletakkan pada
lembar bagian depan surat terkait (dijepit). Setelah itu surat
diserahkan oleh kepala biro umum untuk menentukan kemana surat
itu di tujukan.
 Pengantaran surat masuk ke sub bagian yang ditujukan
Setelah didisposisi dan telah diketahui kemana surat tersebut
ditujakan, maka petugas dari sub bagian tata usaha mengantarkan
surat tersebut ke sub bagian yang dituju.
Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur surat masuk di Biro Umum, dapat
digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 3. Alur Pengurusan Surat Masuk
Sesuai dengan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bah proses
pengelolaan surat masuk di Biro Umum secara umum mempunyai proses yang
hampir sama dengan pengelolaan surat masuk pada teori kearsipan yang
dikemukakan Basir Barthos (2009:216) bahwa proses pengelolaan surat masuk
pada dasarnya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: menerima surat,
menyortir, mencatat, mengarahkan, mengolah surat dan menyimpan surat.
b. Prosedur penciptaan arsip (pengurusan surat keluar)
Prosedur pengurusan surat keluar di Biro Umum telah sesuai dengan
prosedur penciptaan arsip (pembuatan surat keluar) dengan berpedoman
pada tata naskah dinas, baik berupa jenis, format, dan pengabsahan.
 penciptaan surat keluar
Penerimaan Surat
Menyortir Surat
Pencatatan surat masuk di buku agenda
dan pembuatan lembar disposisi
Pengantaran surat masuk ke sub bagian
yang ditujukan
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Pembuatan konsep surat keluar ini dilakukan oleh masing-masing sub
bagian yang akan membuat surat, jika proses pengetikan dan
pencetakan surat telah selesai dilakukan maka tahap selanjutnya
surat tersebut diserahkan kepada sub bagian tata usaha untuk
ditindaklanjuti.
 penomoran surat
Selanjutnya di sub bagian tata usaha surat tersebut diberikan nomor
sesuai dengan nomor urut surat pada buku agenda dan dilakukan
pencatatan dalam buku agenda yang formatnya terdiri atas nomor,
alamat penerima, tanggal surat, perihal surat , dan keterangan.
 Pengesahan surat
Surat tersebut kemudian disahkan dengan cara distempel pada tanda
tangan pimpinan lalu kemudian surat tersebut difotocopy dari surat
yang telah dibuat sebagai bukti adanya surat keluar yang autentik,
yang dimana copyan surat tersebut disimpan dalam folder (sarana
penyimpanan arsip) menggunakan system pola lama yaitu sistem
surat masuk dan surat keluar. Setelah itu surat tersebut dimasukkan
kedalam amplop yang telah tersedia.
 Pengiriman surat
Setelah semua prosedur dilakukan, maka surat tersebut diserahkan
kepada petugas yang di tugaskan sebagai pengantar surat untuk
dibawa kepada pihak yang ditujukan.
Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur surat keluar di Biro Umum, dapat
digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 4. Alur Pengurusan Surat Keluar
Proses pengelolaan surat keluar di Biro Umum secara umum mempunyai
proses yang hampir sama dengan pengelolaan surat keluar pada teori kearsipan
yang dikemukakan Yeti Sumaryati (1995: 157) bahwa surat keluar mempunyai
prosedur sebagai berikut: Menerima dan membuat konsep surat, mencatat pada
buku registrasi, pengetikan surat, pengesahan pimpinan, pemeriksaan surat dan
pengiriman dan penyimpanan surat.
2. Tahap penggunaan
Penggunaan arsip merupakan tahap kedua dalam pelaksanaan
pengelolaan arsip, penggunaan arsip diperuntukkan bagi kepentingan tertentu
sesuai maksud dan tujuan penciptanya.
Dalam hal penggunaan yang terdiri dari penataan yaitu tata penyimpanan
dan pemberkasan arsip, peminjaman yaitu penyajian sumber informasi yang
Penciptaan surat keluar
Penomoran surat
Pengesahan surat
Pengiriman surat
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terkandung dalam arsip, dan penemuan kembali yakni pencarian arsip. Hal ini
perlu memerlukan ketelitian guna tertatanya arsip yang baik dengan tujuan
penemuan kembali yang cepat dan tepat. Mengingat Fungsi arsip antara lain:
Mendukung proses pengambilan keputusan, Menunjang proses perencanaan,
Mendukung pengawasan, Sebagai alat pembuktian, Memori
organisasi/perusahaan, serta sebagai kepentingan politik dan ekonomi.
Penataan arsip yang baik juga sangat berpengaruh terhadap proses peminjaman
dan penemuan kembali arsip yang cepat dan tepat.
Dalam hal penggunaan/peminjaman arsip dalam suatu organisasi pada
dasarnya perlu diatur atau ditentukan proses penggunaan/peminjamannya agar
arsip yang terpakai tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak
berkepentingan. Di Biro Umum sendiri proses penggunaan/peminjaman arsip
untuk tiap-tiap bagian masih dilakukan dengan cara yang sederhana. Ini bisa
dilihat dari hasil wawancara kami dengan informan B  selaku kepala sub bagian
Tata Usaha pada hari senin tanggal 6 februari 2017 pada pukul 14.20 wita
dimana beliau menjelaskan :
“apabila ada pihak yang ingin meminjam arsip kami maka terlebih dahulu
harus melapor kepada kami dan kami hanya menanyakan lamanya arsip yang
akan digunakan. Kami belum mempunyai prosedur atau ketentuan apabila ada
pihak yang ingin meminjam arsip kami”.
Selanjutnya pernyataan tersebut diperjelas oleh Informan D yang bertugas
mencatat surat masuk dan surat keluar serta memberikan pelayanan kepada
pihak yang ingin meminjam arsip, dimana beliau menjelaskan :
“jiak ada pihak yang ingin meminjam arsip, kami hanya menanyakan
berapa lama arsip tersebut digunakan, kami belum menetapkan ketentuan
ataupun prosedur dalam peminjaman arsip, kami hanya mengadalkan
kepercayaan saja tetapi yang terjadi terkadang arsip tersebut tidak dikembalikan
ataupun terkadang waktu peminjamannya tidak sesuai dengan perjanjian,
terkadang juga dikembalikan tetapi disimpan diatas meja kerja saja, nah apabila
saya sedang sibuk atau lagi tidak berada di kantor biasanya pegawai yang lain
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yang menyimpannya tetapi tidak sesuai dengan letak awalnya surat tersebut
disimpan, nah hal-hal seperti ini yang terkadang menyulitkan kami dalam
melakukan penemuan kembali arsip”. (Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar
pukul 14.45)
Oleh sebab itu setiap organisasi perlu mengatur atau menentukan proses
peminjaman yang baik agar hal-hal seperti yang dikemukakan oleh informan di
atas tidak terjadi. Selain itu, pentingnya menentukan prosedur
penggunaan/peminjaman arsip oleh setiap organisasi telah di atur dalam
Undang-undang Republik Indonesia no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal
44 ayat 3 yang isinya pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan
standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan
pengguna arsip.
Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa,
penggunaan/peminjaman arsip yang dilakukan di Biro Umum belum terlaksana
dengan baik dan masih sangat sederhana karena apabila ada pihak yang ingin
meminjam atau menggunakan arsip, hanya dengan melapor kepada pihak yang
memiliki arsip maka pihak yang ingin meminjam atau menggunakan arsip dapat
diberikan. Seperti yang kita ketahui bahwa arsip merupakan dokumen yang berisi
data atau informasi yang mana di dalamnya mengandung hal penting, dalam hal
ini di Biro Umum masih keliru terkait dengan peminjaman arsip yang tidak
mengutamakan keamanan akses informasi, meminjamkan arsip tanpa adanya
ketentuan ataupun prosedur dalam meminjam arsip seperti dilakukannya
pengisisan kartu kendali sebagai alat control atau alat bukti jika adanya
peminjaman terhadap arsip itu sendiri. Maka sebaiknya pada dasarnya perlu
diatur prosedur dan tata cara peminjaman yang baik sehingga memudahkan
para pengelolah untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan arsip-arsip
yang ada.
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Dalam penggunaan arsip terdapat 2 hal yang terdiri atas penyimpanan
atau penataan. Adapun pernyataan oleh Informan C selaku staf di Sub Bagian
Tata Usaha pada saat penulis melakukan wawancara pada hari senin tanggal 6
Februari 2017 sekitar pukul 13.55, dimana beliau menjelaskan :
”di biro umum sendiri dalam menyimpan arsip dipercayakan kepada
setiap sub bagian yang ada untuk menyimpan arsipnya sendiri dalam artian
sistem penyimpanan yang kami terapkan itu bersifat desentralisasi,
sedangkan dalam penataan arsip kami menggunakan sistem subjek/ perihal
berdasarkan surat masuk dan surat keluar dan disimpan dengan
menggunakan map odner ”.
Dalam sistem penyimpanan arsip terdapat 3 azas, seperti yang
dikemukakan oleh Sedarmayanti (2015:21) :
 Azas Sentralisasi
Azas sentralisasi adalah pelakasanaan pengelolaan arsip bagi
seluruh organisasi yang dipusatkan di satu unit khusus yaitu pusat
penyimpanan arsip.
 Azas Desentralisasi
Azas desentralisasi adalah pelaksanaan pengelolaan arsip yang
ditempatkan di masing-masing unit dalam suatu organisasi. Azas ini
biasanya digunakan oleh organisasi yang besar.
 Azas Gabungan
Azas gabungan adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dengan cara
menggabungkan antara azas sentralisasi dengan desentralisasi.
Berdasarkan hasil obsevarsi dilapangan mengenai penyimpanan dan
penataan arsip penulis melihat sistem penataan yang digunakan di Biro Umum
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan masih menggunakan pola lama
dimana dalam penataan arsip berdasarkan surat masuk dan surat keluar dan
disimpan menggunakan map odner didalam lemari kayu, dalam hal ini
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sebenarnya belum sesuai dengan prosedur yang ada, dimana dalam Peraturan
Gubernur No 64 Tahun 2013 tentang klasifikasi arsip bahwa dalam menata arsip
bukan lagi berdasarkan surat masuk maupun surat keluar tetapi berdasarkan
klasifikasi contohnya 000 (umum), 100 (pemerintahan), 200 (politik), 300
(keamanan dan ketertiban), 400 (kesejahteraan), 500 (perekonomian), 600
(pekerjaan umum dan ketenagaan), 700 (pengawasan), 800 (kepegawaian), 900
(keuangan) dengan ini surat nanti disimpan berdasarkan klasifikasinya, masuk
digolongan yang mana setelah itu disimpan dengan menggunakan folder
gantung dan filling cabinet.
3. Tahap pemeliharaan
Dalam rangka pengelolaan arsip, kegiatan pelaksanaan pemeliharaan arsip
dilakukan untuk menjaga keautentikan yakni keaslian data informasi didalamnya,
keutuhan yaitu kelengkapan isi informasi arsip, keamanan yakni kerahasiaan
informasi yang terkandung dapat dijaga, dan keselamatan arsip yaitu terhindar
dari berbagai serangan makhluk hidup, bahan kimia, ataupun bencana alam.
Adapun pernyataan Informan D selaku staf di sub.bagian Tata Usaha pada
hari senin tangal 6 Februari 2017 sekitar pukul 14.50 beliau menjelaskan bahwa :
“dalam pemeliharaan arsip aktif, kami hanya memelihara arsip yang masih
aktif dengan cara disimpan ke dalam lemari yang menggunakan map ordner di
masing-masing sub bagian, sedangkan pemeliharaan arsip in aktif kami hanya
menyimpan arsip yang sudah in aktif ke dalam filling cabinet, kami belum
melakukan pemeliharaan atau perawatan arsip yang sesuai dengan aturan yang
ditetapkan oleh pemerintah karena di kantor kami juga masih sangat kurang
sarana prasarana dalam pemeliharaan arsip selain itu kami juga belum memiliki
tenaga arsiparis disini, jadi secara mendalam mengenai pemeliharaan arsip kami
belum mengetahui”.
Kemudian di perjelas oleh Informan C yang mengatakan bahwa :
“Mengenai pemeliharaan arsip, biasanya kami melakukan perawatan
arsip hanya dengan cara dibersihkan debunya menggunakan kemoceng, selain
itu kami hanya sebatas menyimpan arsip di dalam lemari yang telah tersedia”.
(senin 6 Februari 2017 sekitar pukul 14.55)
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Tahap pemeliharaan arsip dilakukan untuk menjaga keautentikan,
keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Pemeliharaan dan perawatan arsip
merupakan salah satu hal mutlak dilakukan karena bahan rekam yang digunakan
untuk membuat arsip terdiri dari beberapa komponen yang satu dengan lainnya.
Kerusakan arsip dapat disebabkan dari faktor luar maupun dari dalam seperti
yang dikemukakan Basir Barthos (2009:50), faktor dari dalam (internal) meliputi
unsur-unsur kertas,tinta, pasta/ lem. Kemudian kerusakan akibat serangan dari
luar (eksternal) yaitu kelembaban, udara yang teralu kering, Sinar matahari, ,
debu, kekotoran udara, Jamur dan sejenisnya, rayap, dan gegat.
Berikut adalah cara pemeliharaan arsip :
 Pengaturan ruangan
Ruangan penyimpanan arsip harus dijaga agar tetap kering (tidak
terlalu lembab), terang (dengan sinar matahari meskipun jangan
sampai terkena sinar matahari secara langsung). Ruangan harus kuat
dan mempunyai fentilasi yang memadai, terhindar dari kemungkinan
serangan api,air maupun serangan serangga perusak kertas.
 Pemeliharaan tempat penyimpanan
Sebaiknya arsip disimpan di tempat-tempat terbuka, misalnya dengan
menggunakan rak-rak arsip. Apabila harus disimpan ditempat tertutup
(di lemari), maka lemari tempat penyimpanan itu juga harus sering
dibuka untuk menjaga tingkat kelembaban.
 Penggunaan bahan-bahan pencegah
Untuk menjaga keutuhan arsip (tetap baik) dapat dilakukan secara
preventif, yaitu dengan memberikan bahan-bahan pencegah
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kerusakan. Baik mencegah serangan serangga maupun
kemungkinan-kemungkinan yang lain.
 Kebersihan
Keutuhan arsip salah satu tujuan pemeliharaan dengan cara menjaga
kebersihannya, baik itu ruangan maupun arsip. Hendaknya
senantiasa bersih dari segala macam debu dengan menggunakan
alat pembersih yang memadai.
Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai pemeliharaan arsip di
Biro Umum belum mendapatkan perhatian dari pihak pengelolah arsip itu sendri
ini dilihat dari cara penataan arsip dimana hanya disimpan didalam lemari kayu
bukan di filling cabinet selain itu arsip hanya disimpan menggunakan map odner
dimana dengan menggunakan map odner akan merusak arsip karena arsip
tersebut di berikan lubang agar dapat masuk didalam map odner. Selain itu di
Biro Umum juga belum menyediakan fasilitas-fasilitas pemeliharaan dan
perawatan yang canggih seperti alat pengukur suhu udara, alat pengukur
kelembapan udara, Vacum Cleaner, pendeteksi asap/api (fire and smoke
detector), alat pemadam kebakaran, dan alat/bahan kimia pembasmi organisme
perusak seperti fumigasi, fungisasi, dan kamperisasi, hanya terdapat alat
pembersih debu yang berupa kemoceng.
Dengan demikian, Biro Umum perlu memperhatikan bagaimana cara
memelihara arsip dengan baik agar arsip tersebut dapat terjaga keautentikannya
terutama informasi yang ada di dalamnya, baik itu dari segi tempat
penyimpanannya maupun suhu udara ruangan tempat menyimpan arsip.
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4. Tahap pemusnahan
Pemusnahan adalah tahap terakhir dalam siklus kegiatan pengelolaan
arsip. Pelaksanaan pemusnahan arsip yaitu kegiatan pengurangan jumlah arsip
dengan cara dimusnahkan (dibakar, dicacah, dan lain-lain), dan penyerahan
arsip.
Pada dasarnya dalam melakukan pemusnahan arsip wajib menggunakan
jadwal retensi arsip (JRA) sebagai dasar untuk menentukan nilai guna arsip dan
jangka waktu arsip tersebut disimpan. Penggunaan JRA merupakan hal yang
sangat diperlukan sebab akan menentukan kemana alur arsip tersebut berjalan,
apakah akan dimusnahkan atau akan diteruskan sebagai arsip yang
dipertimbangkan lagi kegunaannya menjadi arsip inaktif atau akan
dipermanenkan sebagai arsip statis. Tanpa JRA akan sangat sulit menentukan
tujuan akhir arsip tersebut. Berikut hasil wawancara yang dikemukan oleh
Informan C selaku staf Sub Bagian Tata Usaha, dimana beliau mengatakan :
“Kami disini belum mempunyai JRA (Jadwal Retensi Arsip) jadi dalam
pemusnahan arsip kami hanya memperkirakan arsip yang kami anggap tidak
dipakai lagi yang umurnya sudah diatas 5 tahun itu langsung kami musnahkan”.
JRA (Jadwal Retensi Arsip) merupakan sesutau yang wajib dimiliki setiap
organisasi/ kantor karena dengan JRA alur kehidupan arsip dapat ditentukan,
apakah akan dimusnahkan atau akan diteruskan sebagai arsip yang
dipertimbangkan lagi kegunaannya menjadi arsip inaktif atau akan
dipermanenkan sebagai arsip statis. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan dengan tegas pada pasal 53
ayat 1 bahwa Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,
BUMN dan BUMD wajib memiliki JRA.
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Penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan volume arsip,
sebagaimana pernyataan dari Informan C yaitu:
“dalam proses penyusutan itu terdapat tiga hal yaitu pertama arsip dinamis
aktif yang telah habis masa retensinya yang disimpan di dalam lemari
menggunakan map odner akan selanjutnya menjadi arsip inaktif, kemudian arsip
tersebut jika sudah menjadi inaktif maka penyimpanannya akan di pindahkan ke
lemari besi (filling cabinet), begitu juga arsip inaktif yang ada di dalam filling
cabinet, jadi setelah arsip inaktif itu sudah tidak memiliki nilai guna lagi maka
akan kami musnahkan”.
Sebagaimana penjelasan informan diatas maka hal tersebut belum sesuai
dengan pernyataan Basir Barthos (2009: 101) yaitu kegiatan penyusutan arsip
dengan cara sebagai berikut:
1. Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan.
2. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan ke kepada Arsip Nasional.
Selain itu, mengenai prosedur penyusutan arsip pemerintah telah mengatur
di dalam Undang-Undang RI No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada pasal
49 yang berbunyi :
1. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan.
2. Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki
nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. Penyerahan asip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
Selanjutnya, untuk mengetahui pelaksanaan dalam pemusnahan arsip
yang dilakukan di Biro Umum, penulis melakukan wawancara dengan Informan A
selaku kepala Biro Umum, dimana beliau menjelaskan bahwa :
“dalam pemusnahan arsip kami serahkan kepada masing-masing sub
bagian untuk memusnakan arsipnya yang sudah tidak bernilai guna lagi agar
88
tidak terjadi penumpukan arsip, entah itu dengan cara dibakar, dan lain
sebagainya”. (Kamis 9 Februari 2017 sekitar pukul 10.25)
Ada beberapa cara memusnahkan arsip yakni;
 Pembakaran
Metode ini sangat populer pada masa lalu karena dianggap paling aman.
Namun terkadang dokumen yang terbakar terlempar dari api pembakaran
sehingga mungkin dokumen yang rahasia dapat diketahui orang lain.
 Pencacahan
Metode ini lazim digunakan di Indonesia untuk memusnahkan dokumen
dalam bentuk kertas dengan menggunakan alat pencacah yang
dinamakan shredden. Alat ini menggunakan metode untuk memotong,
menarik, dan merobek kertas menjadi sampai dengan 2,5cm.
 Pemusnahan kimiawi
Dokumen yang akan dimusnahkan dimasukkan ke dalam bak
penampungan yang diisi air, kemudian dicacah dan dalirkan melalui
saringan. Metode ini merupakan metode yang ekonomis, aman dan
bersih.
Dari hasil wawancara diatas dan dari observasi penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan arsip di Biro Umum belum berjalan
dengan baik, ini dikarenakan belum dilakukannya perencanaan yang mendalam
dalam pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku mulai dari
penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, sampai dengan
pemusnahan arsip semunya hanya dijalankan begitu saja tanpa adanya sebuah
perencanaan yang mendalam. Selain itu dalam pelaksanaan pengelolaan arsip
di Biro Umum belum mempunyai tenaga arsiparis ditambah lagi  pegawai yang
jarang mengikuti sosialisasi, pelatihan, bimtek, diklat dan lain sebagainya
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mengenai bidang kearsipan, jadi pengetahuan pegawai yang menangani arsip di
Biro Umum masih sangat minim atau bisa dikatakan tidak mengerti dengan baik
dalam pengelolaan arsip.
V.4  Controlling (Pengendalian)
Pengendalian atau pengawasan arsip (controlling) bertujuan untuk
mengusahakan supaya apa yang direncanakan dapat terealisasi. Fungsi dari
pengawasan adalah suatu proses untuk mengamati pekerjaan yang sudah
dilaksanakan, menilai dan melakukan koreksi yang diperlukan, dengan maksud
supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengendalian (controlling) berkaitan dengan evaluasi dari setiap pekerjaan
atau kegiatan yang sudah berlangsung dilaksanakan. Hal ini juga sesuai dengan
pendapat Sedarmayanti (2003: 80) bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan
dalam bidang kearsipan adalah mengadakan pengontrolan arsip secara periodik
agar dapat memahami seluruh media informasi yang ada.
Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan biro umum dalam
pengelolaan arsip, penulis dapat menjelaskan sebagai berikut :
1. Tahap penciptaan
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan informan C selaku staf sub
bagian tata usaha pada hari jum’at tanggal 19 Mei 2017 mengenai pengawasan
dalam penciptaan arsip :
“pengawasan yang dilakukan disini mengenai penciptaan arsip berupa
surat masuk dan keluar tidak pernah dilakukan oleh pimpinan terkait
pelaksanaannya, kami hanya dipercayakan mengerjakan pekerjaan yang sesuai
dengan tugas yang diberikan”.
Kemudian pernyataan diatas diperjelas oleh Informan D yang mengatakan
bawah :
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“Mengenai pengawasan tidak pernah dilakukan oleh kepala biro apa lagi
terkait penciptaan arsip, hanya kepala sub bagian masing-masing yang biasanya
mengontrol tentang pekerjaan yang kami lakukan termasuk dalam pembuatan
surat keluar dan penelolaan surat masuk, itupun hanya sebatas melihat tanpa
ada arahan yang lebih itu dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai
pengelolaan kearsipan oleh pimpinan”.
2. Tahap penggunaan
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan informan C selaku staf sub
bagian tata usaha pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 mengenai pengawasan
dalam penggunaan arsip :
“dalam penggunaan arsip apabila ada pihak yang meminjam atau ingin
melihat arsip semunya dipercayakan kepada kami untuk memberikan pelayanan,
tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam menjalankan tugas
yang diberikan kepada kami”.
Dari pernyataan diatas bahwa pengawasan dalam penggunaan arsip tidak
dilakukan oleh pimpinan semuanya diberikan tanggung jawab sepenuhnya
kepada staf yang mengelolah arsip, padahal dalam penggunaan arsip perlu
mendapatkan perhatian dari pimpinan baik itu dalam prosedur pemberian
pelayanan dalam penggunaan arsip maupun dalam penyimpanan atau penataan
arsip. Karena dengan pengawasan pimpinan dapat mengetahui secara langsung
permasalahan dan kebutuhan dalam tahap penggunaan arsip apalagi prosedur
dalam penggunaan arsipn yang dilakukan oleh biro umum masih sangat
sederhana belum mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Tahap pemeliharaan
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan informan C selaku staf sub
bagian tata usaha pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 mengenai pengawasan
dalam pemeliharaan arsip :
“dalam pelaksanaan pemeliharaan arsip tidak ada pengawasan yang
dilakukan oleh pimpinan, karena bapak kepala biro juga sangat sibuk dengan
tugas kantor yang lain, jadi kami diberikan sepenuhnya tanggung jawab untuk
mengelolah dan memelihara arsip”.
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Kemudian pernyataan tersebut dipertegas oleh Informan B selaku kepala
sub bagian Tata Usaha, beliau menjelaskan bahwa :
“dalam pemeliharaan arsip memang kami belum lakukan secara mendalam
pimpinan juga tidak pernah turun langsung melakukan pengawasan, hal ini juga
dikarenakan kurangnya perhatian pimpinan terhadap kearsipan dan yang paling
penting kurangnya pengetahuan pimpinan mengenai kearsipan sehingga dalam
pelaksanaan pengelolaan kearsipan semuanya diserahkan dan percayakan
kepada setiap sub bagian”.
4. Tahap pemusnahan
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan informan C selaku staf sub
bagian tata usaha pada hari jum’at tanggal 19 Mei mengenai pengawasan dalam
pemusnahan arsip :
“dalam pemusnahan arsip tidak ada pengawasan yang mendalam dari
pimpinan, dalam pemusnahan arsip diserahkan kepada setiap sub bagian untuk
memusnahkan arsipnya yang sudah tidak bernilai guna lagi”.
Kemudian di pertegas oleh Informan B selaku kepala sub bagian Tata
Usaha, beliau mengatakan :
“pimpinan/ kepala biro tidak pernah melakukan pengawasan mengenai
pemusnahan arsip semua diserahkan kepada setiap sub bagian untuk
memusnahkan arsipnya sendiri, jadi arsip yang sudah di atas 5 tahun yang
sudah kami anggap tidak memiliki nilai guna langsung kami musnahkan, jadi
sebelum dimusnahkan biasanya saya melihat dulu arsip-arsip apa saja yang
mereka akan musnahkan”.
Pengawasan dalam pengelolaan arsip di Biro Umum belum dilakukan
sebagaimana mestinya artinya tidak ada pengawasan yang lebih dari pimpinan
dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan mulai dari penciptaan arsip,
penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, sampai dengan pemusnahan arsip.
Berdasarkan pernyataan diatas ini dapat dilihat bahwa masih kurangnya
perhatian dari pimpinan mengenai kearsipan padahal dengan melakukan
pengawasan yang baik secara tidak langsung pimpinan dapat mengetahui
permasalahan-permasalahan yang dihadapi pegawainya dalam melaksanakan
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pengeolaan arsip, mulai dari keterbatasan pengetahuan pengelolaan arsip,
sampai dengan fasilitas yang dibutuhkan.
Seperti yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2005:242) bahwa
tujuan pengawasan/pengendalian :
1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dari rencana
2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-
penyimpangan.
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.
Pengawasan/pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-
kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan
serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan, jadi pengendalian
dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil
akhir diketahui.
Selain itu dengan adanya pengawasan dalam pengelolaan arsip pimpinan
juga dapat mengevaluasi suatu kegiatan apabila ada permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaannya atau ada yang tidak sesuai dengan harapan,
sehingga pada saat rapat kerja yang dilakukan setiap pertengahan tahun dapat
di ajukan sebagai bahan evaluasi kedalam pembahasan rapat. Oleh sebab itu
diperlukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik dalam pengelolaan
arsip agar lebih terstruktur dan sistematis mulai dari perencanaan hingga
pengawasannya, sehingga manajemen kearsipan di Biro Umum dapat terlaksana
dengan baik.
Namun kembali lagi mengenai permasalahan dalam kearsipan bahwa
sampai saat ini kearsipan memang belum mendapatkan perhatian yang lebih
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dalam sebuah organisasi karena kearsipan masih saja dianggap sesuatu hal
yang biasa saja bukan sesuatu hal yang penting. Dalam hal ini Anri selaku
penyelenggara kearsipan di Indonesia harus lebih sering melakukan sosialisali
mengenai pentingnya pengelolaan kearsipan sesuai prosedur yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah atau menekankan langsung kepada setiap pimpinan
pemerintahan agar kearsipan mendapatkan perhatian yang lebih.
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BAB VI
PENUTUP
VI.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mulai dari Bab 1 sampai dengan
Bab V, maka akhirnya pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan
serta saran sebagai bahan pertimbangan dalam mencari alternatif pemecahan,
yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam meningkatkan peran arsip sebagai
sumber informasi, terutama dalam Manajemen Kearsipan yang meliputi planning
(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (menggerakkan), dan
controling (pengendalian) terkait pengelolaan arsip yang terdiri dari penciptaan
arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan pemusnahan arsip. Dari hasil
penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan mengenai Manajemen
Kearsipan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Planning (perencanaan) yang dilakukan di Biro Umum Kantor Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan hanya bersifat secara umum, namun tidak
ada perencanaan yang spesifik sesuai dengan prosedur mengenai
perencanaan pengelolaan kearsipan mulai dari tahap penciptaan, tahap
penggunaan, tahap pemeliharaan, dan tahap pemusnahan, ini dapat
dilihat bahwa kearsipan memang belum mendapatkan perhatian yang
lebih oleh pimpinan, padahal jika ingin menghasilkan sistem kearsipan
yang baik maka diperlukan perencanaan yang baik pula sebab
perencanaan dapat memberikan pedoman, garis-garis besar, tentang
apa yang akan dilakukan serta tujuan yang akan dicapai dalam
melaksanakan suatu kegiatan.
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2. Organizing (pengorganisasian) yang dilakukan di Biro Umum Kantor
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan arsip belum
dilakukan secara efektif, ini dapat dilihat dengan pegawai yang
ditempatkan dalam pengelolaan arsip tidak sesuai dengan disiplin ilmu
yang dimiliki dikarenakan biro umum memang belum mempunyai
tenaga arsiparis, selain itu sarana dalam penyimpanan arsip belum
sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana arsip yang aktif hanya
disimpan dilemari kayu yang terbungkus dengan map odner sedangkan
arsip yang sudah inaktif disimpan menggunakan filling cabinet dengan
cara ditumpuk begitu saja tanpa di tata berdasarkan suatu sistem,
padahal yang seharusnya dalam prosedur penyimpanan arsip yang
masih aktif itu di simpan menggunakan filling cabinet dan ditata
berdasarkan klasifikasi arsip bukan lagi disimpan berdasarkan surat
masuk dan surat keluar seperti peraturan yang di keluarkan oleh
gubernur no 64 tahun 2013.
3. Actuating (Menggerakkan) dalam pengelolaan arsip di Biro Umum
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan belum berjalan dengan
baik, ini dilihat karena tidak dilakukannya perencanaan yang mendalam
sesuaai dengan prosedur kearsipan dalam pengelolaan arsip mulai dari
penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, sampai
dengan pemusnahan arsip. Selain itu dalam pelaksanaan pengelolaan
arsip di Biro Umum belum mempunyai tenaga arsiparis ditambah lagi
pegawai yang jarang mengikuti sosialisasi, pelatihan, bimtek, diklat dan
lain sebagainya mengenai bidang kearsipan, jadi pengetahuan pegawai
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yang menangani arsip di Biro Umum masih sangat minim atau bisa
dikatakan tidak mengerti dengan baik dalam pengelolaan arsip.
4. Controling (pengendalian) dalam pengelolaan arsip di Biro Umum
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan
pengendaliaan atau pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan
arsip, kepala Biro hanya mempercayakan kepada pegawainya untuk
menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan tugas yang
diberikan, padahal dengan melakukan pengawasan yang baik secara
tidak langsung pimpinan dapat mengetahui permasalahan-
permasalahan yang dihadapi pegawainya dalam melaksanakan
pengeolaan arsip, mulai dari keterbatasan pengetahuan pengelolaan
arsip, sampai dengan fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu dengan
adanya pengawasan pimpinan juga dapat mengevaluasi suatu kegiatan
apabila ada yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga pada saat
rapat kerja yang dilakukan setiap pertengahan tahun dapat di ajukan
sebagai bahan evaluasi kedalam pembahasan rapat. Oleh sebab itu
diperlukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik dalam
pengelolaan arsip agar lebih terstruktur dan sistematis mulai dari
perencanaan hingga pengawasannya, sehingga manajemen  kearsipan
di Biro  Umum dapat terlaksana dengan baik.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa secara
keseluruhan, Manajemen Kearsipan di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan bisa dikatakan belum berjalan dengan baik.
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VI.2   Saran
1. Pihak Biro Umum perlu melakukan manajemen dalam pengelolaan
kearsipan mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling
agar sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik.
2. Perlu adanya perencanaan yang lebih dalam mengenai pengelolaan
kearsipan agar menghasilkan sistem kearsipan yang baik, karena
dengan adanya perencanaan dapat memberikan pedoman, garis-garis
besar kepada para pegawai, tentang apa yang akan dilakukan serta
tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan.
3. Pihak Biro Umum juga sebaiknya sering mengikutkan pegawai atau
staf yang mengelolah arsip dalam sosialisasi, dan pelatihan atau
pengembangan mengenai kearsipan, agar para pegawai dapat
mengetahui pengelolaan kearsipan secara baik dan benar sesuai
dengan prosedur sehingga pelaksanaan manajemen kearsipan dapat
berjalan dengan baik secara maksimal.
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PERTANYAAN PENELITIAN
A. PLANNING (PERENCANAAN)
1. Apakah di kantor bapak/ ibu melakukan sebuah perencanaan terlebih
dahulu dalam melakukan kegiatan pekerjaan ?
2. Perencanaan seperti apa yang dilakukan dikantor bapak/ ibu ?
3. Kapan perencanaan tersebut dilakukan dikantor bapak/ ibu ?
4. Apakah ada perencanaan mengenai pengelolaan arsip dikantor
bapak/ ibu, mulai dari penciptaanya sampai dengan pemusnahannya
?
5. Mengenai sistem kearsipan, sistem apa yang digunkan kantor bapak/
ibu terkait pengelolaan arsip ?
6. Apakah ada kendala yang dialami dikantor bapak/ ibu dalam
perencanaan mengenai pengelolaan kearsipan ?
B. ORGANIZING (PENGORGANISASIAN)
7. Siapakah yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan
arsip di kantor bapak/ ibu ?
8. Apakah kantor bapak/ ibu mempunyai seorang arsiparis (tenaga
arsip) dalam melakukan pengelolaan arsip ?
9. Sistem apa yang bapak/ ibu gunakan dalam menyimpan arsip,
apakah sistem sentralisasi, desentralisasi, atau gabungan ?
10. Peralatan apa saja yang digunakan dikantor bapak/ ibu dalam
pengelolaan arsip ?
11. Apakah pegawai dikantor bapak/ ibu sering mengikuti pelatihan,
bimtek, dan lain sebagainya terkait bidang kearsipan ?
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12. Dalam penataan arsip, sistem penataan apa yang diterapkan di kantor
bapak/ ibu ?
13. Siapa yang ditugaskan dalam melakukan penataan arsip ? apakah
seorang arsiparis ?
14. Terkait pemeliharaan, bagaimana cara pemelihara asrip di kantor
bapak/ ibu ?
15. Apakah sudah sesuai dengan prosedur terkait pemeliharaan arsip ?
16. Kendala-kendala apa saja yang ibu hadapi ?
17. Terkait pemusnahan arsip, siapakah yang melakukan pemusnahan
arsip di kantor bapak/ ibu ?
18. Dengan cara apa arsip tersebut dimusnakan di kantor bapak/ ibu ?
19. Apakah di kantor bapak/ ibu mengalami kendala dalam pemusnahan
arsip ?
C. ACTUATING (MENGGERAKKAN)
20. Bagaimana proses pelaksanaan penciptaan arsip di kantor bapak/ ibu
?
21. Apakah dalam proses penciptaan arsip berupa surat keluar telah
berprdoman pada tata naskah dinas ?
22. Bagaimana pelaksanaan peminjaman arsip yang ada di kantor bapak/
ibu ?
23. Apakah ada prosedur/ syarat di kantor bapak/ ibu apabila ada pihak
yang ingin melihat atau meminjam arsip ?
24. Apakah ada kendala yang bapak/ ibu alami terkait penggunaan arsip
?
102
25. Bagaimana pelaksanaan mengenai sistem yang digunakan di kantor
bapak/ ibu terkait sistem penyimpanan dan penataannya ?
26. Apakah ada kendala yang bapak/ ibu hadapi ?
27. Bagaimana proses pelaksanaan pemeliharaan arsip di kantor bapak/
ibu ?
28. Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada ?
29. Kendala-kendala apa saja yang bapak/ ibu alami dalam pemeliharaan
arsip ?
30. Bagaimana proses pelaksanaan terkait pemusnahan arsip di kantor
bapak/ ibu ?
31. Apakah di kantor bapak/ ibu melakukan pemusnahan sendiri ?
32. Apakah kantor bapak/ ibu sudah melakukan pemusnahan sesuai
dengan prosedur JRA yang telah ditentukan ?
33. Kendala-kendala apa saja yang bapak/ ibu alami terkait pemusnahan
arsip ?
D. CONTROLLING (PENGENDALIAN)
1. Apakah di kantor bapak/ ibu melakukan pengawasan/ pengendalian
terhadap pengelolaan arsip ?
2. Pengawasan/ pengendalian seperti apa yang ada di kantor bapak/ ibu
?
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LAMPIRAN
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(Wawancara)
(Pencatatan buku agenda)
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(Tempat Penyimpanan arsip aktif)
(Tempat penyimpanan arsip in aktif)
106
(Map odner tempat penyimpanan surat masuk dan surat keluar)
